























A. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah agama yang memuat aturan-aturan yang mengikat 
pemeluknya untuk mencapai sebuah kemaslahatan yang dibenarkan. Hukum 
Islam mempunyai dua pengertian, yaitu syariat dan fikih. Dalam pengertian 
syariat, hukum Islam bersifat absolut (tidak berubah), sedangakan dalam 
pengertian fikih, hukum Islam merupakan penjabaran lebih lanjut dari syariah 
dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syariat. 
Nas-nas syarak tidaklah mungkin dapat dimengerti secara benar kecuali 
apabila tujuan pensyariatan hukum-hukum tersebut dapat diketahui. Tujuan 
pembentukannya ialah menolak bahaya dan mengutamakan kemaslahatan. Hal 
serupa juga dilakukan oleh penguasa (pemerintah suatu negara) dengan 
meletakkan catatan-catatan berupa penafsiran yang dapat menjelaskan tujuan 
pembuatan undang-undang secara umum dan khusus pada setiap pasal-pasalnya.1 
Hukum Islam menurut H.M. Djamil Latif , telah diterapkan di Indonesia 
jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia sudah ada 
sejak munculnya kerajaan-kerajaan di bumi nusantara ini. Hal ini dapat 
                                                            





dimengerti berhubungan dengan penyelenggaraan kepentingan umum dan 
terjaminnya hak-hak perorangan.2 
Di antara hak-hak perorangan adalah memiliki harta benda. Persoalan 
harta benda dalam Islam sudah dijelaskan secara gamblang meskipun perlu ada 
perumusan hukum baru untuk menyikapi kompleknya permasalahan di tengah-
tengah masyarakat. Agama mengatur pengguanaan harta mulai dari cara 
memperolehnya sampai dengan penggunaan harta tersebut. Umat Islam dilarang 
mencari dan mentasarufkan hartanya bertentangan dengan SyariatNya. Bahkan 
setelah ia wafatpun harta yang menjadi tinggalannya harus dibagikan kepada 
yang berhak sesuai dengan aturan hukum Islam. 
Sebelum meninggal, orang yang mempunyai harta berwenang untuk 
mewasiatkan sebagian hartanya dengan batasan tidak melebihi 1/3 dari hartanya 
kepada lembaga atau perorangan yang dianggap perlu bagi si mayit yang 
pelaksanaannya ketika si pewasiat sudah meninggal. Sebagaimana ulama 
Hanafiyah mendefinisikan wasiat yaitu memberikan hak memiliki sesuatu secara 
sukarela (tabarru>’) yang pelaksanaannya ditangguhkan, baik sesuatu tersebut 
berupa barang maupun manfaat.3 
                                                            
2 Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi 
Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Airlangga university press, 2003),  19. 





Wasiat ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris 
beserta hutang-hutang bagi orang yang meninggal. Hal ini sebagaimana 
dijelaskan dalam al-Qur`an surat an-nisa’ ayat 11: 
..........ْﻦِﻣ ِﺪْﻌَﺑ ٍﺔﱠﻴِﺻَﻭ ﻲِﺻﻮُﻳ ﺎَﻬِﺑ ْﻭﹶﺃ ٍﻦْﻳَﺩ......  
............ (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya..... 
 
Dalam ayat tersebut Tuhan mewajibkan umat Islam untuk mempusakakan harta 
peninggalannya kepada ahli warisnya dan mewajibkan untuk mendahulukan 
pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang-hutang daripada mempusakakan 
harta peninggalannya.4 
Berkenaan dengan hukum wasiat ulama berbeda pendapat. Menurut 
mayoritas ulama bahwa hukum wasiat tidak fard}u ain (kewajiban individual), 
baik kepada kedua orang tua maupun kerabat yang sudah menerima wasiat. 
Pendapat jumhur ulama ini berbeda dengan pendapat Abu Daud dan Ibn Hazm 
dan ulama salaf yang berpendapat bahwa wasiat hukumnya fad{u ‘ain. Mereka 
beralasan dengan QS>. Al-baqa>rah, 2:8 dan an-Nisa>’, 4:11-12 “....Sesudah dipenuhi 
wasiat-wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar utang-hutangnya...”5. 
Ketentuan tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk wasiat wajibah yang 
diintrodusir di beberapa negara muslim termasuk Indonesia, meski yang terakhir 
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ini mengalami perubahan makna dan nuansa, yaitu hanya diberikan kepada anak 
atau orag tua angkat.6 
Secara singkat wasiat wajibah sudah dikemukakan oleh beberapa negara-
negara Islam di dunia seperti Mesir, Suria dan Maroko. Di indonesia wasiat 
wajibah dimuat dalam pasal 209 KHI yakni untuk anak angkat atau orang tua 
angkat. Dalam pasal tersebut bersifat memaksa atau imperatif dalam 
pelaksanaannya.7 
Dasar hukum wasiat wajibah adalah surat al-Baqa>rah 180 yang menurut 
penilaian ulama bersifat muh{kam. Ayat tersebut berbunyi: 
َﺐِﺘﹸﻛ ْﻢﹸﻜْﻴﹶﻠَﻋ ﺍﹶﺫِﺇ َﺮَﻀَﺣ ُﻢﹸﻛَﺪَﺣﹶﺃ ُﺕْﻮَﻤﹾﻟﺍ ﹾﻥِﺇ َﻙَﺮَﺗ ﺍًﺮْﻴَﺧ ﹸﺔﱠﻴِﺻَﻮﹾﻟﺍ ِﻦْﻳَﺪِﻟﺍَﻮﹾﻠِﻟ َﲔِﺑَﺮﹾﻗﻷﺍَﻭ 
ِﻑﻭُﺮْﻌَﻤﹾﻟﺎِﺑ ﺎًّﻘَﺣ ﻰﹶﻠَﻋ َﲔِﻘﱠﺘُﻤﹾﻟﺍ  
Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 
Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini 
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.8 
 
Akan tetapi, wasiat wajibah menurut ayat tersebut diperintahkan hanya untuk ibu 
bapak (wa>lidayn) dan karib kerabat (Aqrabi>n) sedangkan orang tua angkat dan 
atau anak angkat dalam pasal 209 KHI, sama sekali tidak masuk wa>lidayn atau 
                                                            
6 Ibid.,  447. 
7 Cik Hasan Bisri, Kompilasi hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum 
Nasional, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999),  93. 






aqrabi>n.9 Kata bi al-ma’ruf pada ayat tersebut adalah bermakna adil dan baik, wasiat 
itu tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang meninggal, 
sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Sa’d bin Abi Waqas} 
yang berbunyi: 
َﺀﺎَﺟ ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟﺍ ﻰﱠﻠَﺻ ُﷲﺍ ِﻪْﻴﹶﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ﻲِﻧُﺩﻮُﻌَﻳ ﺎَﻧﹶﺃَﻭ ،ﹶﺔﱠﻜَﻤِﺑ َﻮُﻫَﻭ ُﻩَﺮﹾﻜَﻳ ﹾﻥﹶﺃ َﻳَﺕﻮُﻤ ِﺽْﺭَﻷﺎِﺑ ﻲِﺘﱠﻟﺍ 
َﺮَﺟﺎَﻫ ،ﺎَﻬْﻨِﻣ ﹶﻝﺎﹶﻗ :»ُﻢَﺣْﺮَﻳ ُﻪﱠﻠﻟﺍ َﻦْﺑﺍ َﺀﺍَﺮﹾﻔَﻋ «، ُﺖﹾﻠﹸﻗ :ﺎَﻳ ﹶﻝﻮُﺳَﺭ ،ِﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲِﺻﻭﹸﺃ ﻲِﻟﺎَﻤِﺑ ؟ِﻪﱢﻠﹸﻛ ﹶﻝﺎﹶﻗ :»ﹶﻻ «، 
ُﺖﹾﻠﹸﻗ :،ُﺮﹾﻄﱠﺸﻟﺎﹶﻓ ﹶﻝﺎﹶﻗ :»ﹶﻻ «، ُﺖﹾﻠﹸﻗ :،ﹸﺚﹸﻠﱡﺜﻟﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗ :»،ﹸﺚﹸﻠﱡﺜﻟﺎﹶﻓ ﹸﺚﹸﻠﱡﺜﻟﺍَﻭ ،ٌﲑِﺜﹶﻛ ﱠﻧِﺇَﻚ ﹾﻥﹶﺃ َﻉَﺪَﺗ َﻚَﺘﹶﺛَﺭَﻭ 
َﺀﺎَﻴِﻨﹾﻏﹶﺃ ٌﺮْﻴَﺧ ْﻦِﻣ ﹾﻥﹶﺃ ْﻢُﻬَﻋَﺪَﺗ ﹰﺔﹶﻟﺎَﻋ ﹶﻥﻮﹸﻔﱠﻔﹶﻜَﺘَﻳ َﺱﺎﱠﻨﻟﺍ ﻲِﻓ ،ْﻢِﻬﻳِﺪْﻳﹶﺃ َﻚﱠﻧِﺇَﻭ ﺎَﻤْﻬَﻣ َﺖﹾﻘﹶﻔْﻧﹶﺃ ْﻦِﻣ ،ٍﺔﹶﻘﹶﻔَﻧ ﺎَﻬﱠﻧِﺈﹶﻓ 
،ﹲﺔﹶﻗَﺪَﺻ ﻰﱠﺘَﺣ ﹸﺔَﻤﹾﻘﱡﻠﻟﺍ ﻲِﺘﱠﻟﺍ ﺎَﻬُﻌﹶﻓْﺮَﺗ ﻰﹶﻟِﺇ ﻲِﻓ ،َﻚِﺗﹶﺃَﺮْﻣﺍ ﻰَﺴَﻋَﻭ ﱠﻠﻟﺍُﻪ ﹾﻥﹶﺃ ،َﻚَﻌﹶﻓْﺮَﻳ َﻊِﻔَﺘْﻨَﻴﹶﻓ َﻚِﺑ ٌﺱﺎَﻧ ﱠﺮَﻀُﻳَﻭ 
َﻚِﺑ ﹶﻥﻭُﺮَﺧﺁ «، ْﻢﹶﻟَﻭ ْﻦﹸﻜَﻳ ُﻪﹶﻟ ٍﺬِﺌَﻣْﻮَﻳ ﺎﱠﻟِﺇ ﹲﺔَﻨْﺑﺍ )ﻩﺍﻭﺭ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ(10 
Artinya: Nabi datang menjengukku ketika di Makkah, beliau tampaknya kurang 
senang meninggal di bumi yang ditinggalkan, dan beliau bersabda: 
“semoga Allah mengasihimu wahai Umar Ibn Afra`”. Aku bertanya: 
“wahai Rasulullah saw. Aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku. 
”Beliau menjawab: “jangan”. “Separuh” tanyaku. “jangan”, jawab beliau. 
Aku bertanya “sepertiga”? kata belaiu: “sepertiga, sepertiga adalah 
banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan 
kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka 
dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. 
Sesungguhnya kamu menginfakkan sesuatu adalah merupakan sadaqah 
hingga sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut istrimu” dan 
semoga Allah akan mengangkatmu, sehingga orang dapat memperoleh 
manfaat dari kamu, sementara sebagian lain menderita, dan hari itu tidak 
ada lain kecuali seorang anak perempuan. (HR. Imam Bukhari) 
 
Dan juga wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang menerima warisan 
sebagaimana yang penjelasan hadits: 
                                                            
9 Cik Hasan Bisri, Kompilasi hukum Islam,  94. 






ﹶﻻَﻭِﺻﱠﻴﹶﺔ ِﻟَﻮِﺭﺍٍﺙ ِﺇﱠﻻﹶﺍﹾﻥ ُﻳِﺠْﻴَﺰ َﻮﻟﺍَﺭﹶﺛﹸﺔ )ﻩﺍﻭﺭ ﺭﺍﺪﻟﺍ ﲏﻄﻗ(11  
Artinya:Tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan 
kecuali apabila ahli waris lain membolehkan (HR. Al-Daruqut}ni>) 
Sehubungan dengan wasiat wajibah, Sayyid Sa>biq mengemukakan bahwa 
cara pemecahan persoalan-persoalan yang menyangkut wasiat wajibah karena 
adanya titik singgung dalam rangka pelaksanaan hukum kewarisan Islam yaitu: 
(1) Anak laki-laki yang mati mendahului salah satu dari kedua orang tuanya, 
maka anaknya yang telah mati tersebut dianggap masih hidup dan bagian warisan 
yang diterima adalah sama seperti ia masih hidup. (2) Harta warisan tersebut 
diberikan kepada anak keturunannya sebagai wasiat wajibah, adapun 
pembagiannya adalah dengan pertimbangan bagian anak laki-laki adalah dua kali 
lebih besar dari bagian anak perempuan. (3) Setelah itu, barulah sisa dari harta 
peninggalan (setelah dikurangi wasiat wajibah) dibagikan kepada sipewaris sesuai 
dengan ketentuan hukum Islam.12 
Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa wasiat wajibah diberikan 
kepada orang tua atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan sebagimana 
tafsiran surat al-Baqa>rah:180 di atas, ketentuan ini sangat berbeda jauh dengan 
kompilasi hukum Islam di Indonesia. 
Pasal 209 KHI menegaskan: 
                                                            
11 Abu al-H}asan Ali bin Umar bin Mahdy>, Sunan ad-Daruqut}ny> Jilid V, (Bairut, Muassisah ar-
risa>lah, 2004), 267. 





(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 
dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak 
menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan 
anak angkatnya. 
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.13 
Pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan batasan 
maksimal 1/3 dari harta peninggalan menimbulkan banyak polemik di dalam 
perumusan KHI sendiri karena dinilai berbeda dengan yang ada di kitab-kitab 
fikih. Menurut Ahmad Rofiq bahwa tidak diketahui secara pasti mengapa anak 
angkat atau orang tua angkat diberi wasiat wajibah. Pertimbangannya, boleh jadi 
karena kompilasi telah mengintrodusir konsep penggantian kedudukan atau waris 
pengganti yang dalam istilah BW disebut platsvervulling, Karena secara garis 
besar antara waris pengganti dengan wasiat wajibah hampir sama.14 
Dalam perumusan KHI, menurut Yahya Harahap yang juga salah satu 
perumus KHI diceritakan bahwa sewaktu wawancara kepada kalangan ulama di 
seluruh indonesia pada saat pengumpulan data untuk penyusunan KHI, tidak ada 
satupun ulama yang dapat menerima penetapan setatus anak angkat (termasuk 
orang tua angkat) menjadi ahli waris. Pengakuan ini jujur, sekaligus mempunyai 
arti bahwa anak angkat dan orang tua angkat dalam pandangan umum pakar 
hukum Islam (ulama) indonesia, yang adalah pemuka masyarakat, hidup membaur 
                                                            
13 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009),  
65. 





dan tahu persis dengan masyarakat bukanlah ahli waris dan tidak berhak 
mewarisi.15 
Dalam ilmu waris anak angkat adalah bukan ahli waris. Hanya ada dua 
jalur untuk menjadi ahli waris, yaitu hubungan darah atau dan hubungan 
perkawinan. Sedangkan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak 
termasuk ke dua jalur tersebut. Dalam banyak kasus, posisi anak angkat di luar 
jajaran ahli waris dapat menimbulkan permasalahan keadilan.16 
Setatus anak angkat di Indonesia memiliki kreteria tersendiri sebagaimana 
yang dijelaskan dalam pasal 171 huruf (h) KHI yaitu anak yang dalam 
pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainnya beralih 
tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan 
keputusan pengadilan.17 Hubungan yang akrab antara anak angkat dengan orang 
tua angkat yang diikat oleh rasa kasih sayang murni, pengabdian dan jasa anak 
angkat terhadap orang tua angkat, asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam, 
menjadi beberapa pertimbangan sehingga secara moral orang tua angkat dituntut 
memberi hibah atau wasiat sebagian hartanya untuk kesejahteraan anak 
angkatnya.18 
                                                            
15  Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam,  95. 
16 Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam,  91. 
17 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam,  54. 
18 Syukri Abubakar, “Aplikasi ‘Urf dalam Kompilasi hukum Islam”, istinbath (Jurnal Hukum 





KHI merupakan kompilasi hukum Islam ala Indonesia yang tidak hanya 
terpatri pada satu maz|hab, sehingga tidak sedikit aturan di dalamnya menuai 
banyak perdebatan. Tim perumus KHI menyatakan bahwa KHI identik dengan 
fikih Indonesia sebagaimana pernah dicetuskan oleh Hasbi Ash Shidqy dan 
Hazairin (Anonimus, 1991: 141). Atau dengan kata lain, menurut Busthanul 
Arifin (1985: 25-30), kompilasi  merupakan fikih dalam bahasa undang-undang.19 
Secara singkat latar belakang penyusunan KHI bertujuan untuk 
menyeragamkan pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan agama dan menjadi 
hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama 
Islam.20 Dengan demikian tidak ada lagi kesimpangsiuran putusan pengadilan 
agama dan juga menghindari perbedaan putusan di beberapa pengadilan agama 
dalam kasus yang sama. 
Proses penyusunan KHI sendiri melalui penggodokan yang matang 
sehingga didapat suatu aturan hukum yang khas Indonesia dan tidak bertentangan 
dengan hukum syarak. Adapun jalur-jalur yang ditempuh dalam perumusan KHI 
adalah: 
1. Pengkajian kitab-kitab fikih 
2. Wawancara dengan para ulama 
3. Yurisprudensi pengadilan agama 
                                                            
19 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Kompilasi Hukum Islam, dalam 
http://www.fshuinsgd.ac.idp=617, di akses pada tanggal 16 Mei 2012. 





4. Studi perbandinagn hukum dengan negara-negara Islam 
5. Lokakarya atau seminar materi hukum untuk pengadilan. 
Bidang yang menjadi garapan usaha ini adalah dalam bidang perkawinan, hukum 
kewarisan, wakaf, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang menjadi 
kewenangan pengadilan agama (Zarkasih 1985:10).21 
Dalam pengkajian kitab-kitab fikih, kitab yang menjadi rujukan ada 38 
kitab yang dimintakkan kepada tujuh IAIN yang ditunjuk untuk mengkaji dan 
diminta pendapatnya disertai argumentasi atau dalil hukumnya. IAIN yang 
ditunjuk melalui kerjasama Mentri Agama dan Rektor IAIN tanggal19 Maret1986 
adalah: 
1. IAIN Arraniri Banda Aceh, mengkaji kitab-kitab: (1) Al-Ba>ju>ri>, (2) Fath al-
Mu’i>n, (3) Syaqawi> ‘ala> al-Tahri>r, (4) Mugni al-Muh}ta>j (5) Niha>yah al-
Muhta>j dan (6) Al-Syarqawi> 
2. IAIN Syarif Hidayatullah: (1) I’a>nah al-Ta>libi>n, (2) Tuhfah, (3) Targi>b al-
Musyta<q, (4) Bulgah al-Sa>lik, (5) Syamsuri> fi al-Fara>id} dan (6) Al-
Muda>wanah 
3. IAIN Antasari Banjar masin: (1) Qalyu>bi>/ Mah}alli>, (2) Fath al-Waha>b dan 
syarahnya, (3) Bida>yah al-Mujtahi>d, (4) Al-Umm, (5) Bugyah al-
Mustarsyidi>n dan (6) Al-Aqi>dah wa al-Syari>ah 
                                                            





4. IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta: (1) Al-Muh}alla>, (2) Al-Waji>z, (3) Fath} al-
Qadi>r, (4) Kitab al-Fiqih ‘ala Maz|ahib al-Arba’ah dan (5) Fiqih al-Sunnah 
5. IAIN Sunan Ampel Surabaya: (1) Kasyf al-Gina>, (2) Majmu>’ al-fata>wa> al-
Kubra> li Ibn Taymiyah, (3) Qawa>ni>n al-Syari>’ah li al-Sayyid ‘Us|ma>n Ibn 
Yahya, (4) Al-Mugni dan (5) Al-Hida>yah Syarh} al-Bida>yah 
6. IAIN Alauddin Ujung Pandang: (1) Qawa>ni>n al-Syari>’ah li al-Sayyid 
S}adaqah Dahlan, (2) Nawa>b al-Jali>l, (3) Syarh} Ibn ‘Abidi>n, (4) Al-Muwatt}a’ 
dan (5) H}a>syiyah al-Dasu>qi, dan 
7. IAIN Imam Bonjol Padang: (1) Bada>i’ al-Sana>’i, (2)Tabyi>n al-H}aqa>iq, (3) Al-
Fata>wa> al-Hindiyah, (4) Fath al-Qadi>r dan (5) Niha>yah22 
Selain dari pengkajian kitab-kitab tersebut, juga diambil hasil-hasil fatwa yang 
berkembang di indonesia seperti fatawa Majlis Ulama Indonesia (MUI), 
Nahdhatul Ulama (NU), majlis tarjih Muhammadiyah dan lain-lain.23 
Berdasarkan uraian di atas penulis hanya fokus pada wasiat wajibah yang 
diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang dijelaskan KHI pasal 
209 kaitannya dengan ketentuan yang ada di kitab-kitab fikih. Selain itu untuk 
mengetahui bagaimana relevansi atau hubungan antara ketentuan wasiat wajibah 
dalam KHI dan kitab-kitab fikih yang menjadi rujukannya, maka penulis merasa 
perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang permasalahan tersebut. 
                                                            
22 Ibid., 39-41. 





Oleh karena itu, penulis mengangkat tema ini dengan judul: Relevansi Pasal 209 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Ketentuan Wasiat Wajibah Bagi Anak 
Angkat atau Orang Tua Angkat dengan Kitab Fikih yang Menjadi Referensinya. 
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang dapat 
diidentifikasi adalah sebagai berikut: 
1. Ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat dalam 
pasal 209 KHI 
2. Ketentuan wasiat wajibah dalam kitab-kitab fikih yang menjadi referensi 
KHI 
3. Dasar wasiat wajibah dari al-Quran, hadits dan pendapat ulama 
4. Siapa saja yang mendapatkan wasiat wajibah 
5. Besar bagian wasiat wajibah 
6. Motivasi lahirnya pasal 209 tentang wasiat wajibah 
7. Tujuan pemberian wasiat wajibah 
8. Pemahaman para perumus KHI tentang wasiat wajibah 
9. Akibat yang timbul dari pasal 209 tentang wasiat wajibah. 
10. Relevansi pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah bagi anaka angkat atau 
orang tua angkat dengan kitab fikih yang menjadi referensinya. 
Dari identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini penulis hanya 





orang tua angkat dalam pasala 209 KHI dan kitab-kitab Fikih yang menjadi 
referensinya serta bagaimana relevansi antara keduanya. 
C. Rumusan Masalah 
Masalah-masalah yang telah dibatasi di atas, dirumuskan dalam bentuk 
pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat 
dalam pasal 209 KHI dan kitab-kitab Fikih yang menjadi referensinya? 
2. Bagaimana relevansi ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang 
tua angkat dalam pasal 209 KHI dengan kitab-kitab Fikih sebagai 
referensinya? 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian yang membahas tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada 
anak angkat atau orang tua angkat telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 
seperti: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Haq dari IAIN Sunan Ampel Surabaya yang 
berjudul “Wasiat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan 
Staatsblaad 1917 No. 129 (Studi Komparatif)”. Dalam sekripsi tersebut 
menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan perlakuan anak angkat atas 
harta ayah angkatnya dan status hukumnya menurut hukum Islam dan 





2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Sidoarjo 
Tentang Pelakanaan Wasiat Wajibah Anak Angkat Bersamaan Dengan 
Pembagian Harta Waris (studi kasus Putusan No. 223.pdt.G/2005/PA.Sda)”. 
Dalam kesimpulannya, skripsi tersebut menjelaskan pelaksanaan wasiat 
wajibah yang bersamaan dengan pembagian harta waris harus dilakukan dan 
didahulukan bagian wasiat wajibah dan besar wasiat wajibah adalah seperti 
yang dijelaskan dalam pasal 209 KHI. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Darmayanti mahasiswa UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang, judulnya “Analisis Pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajibah 
dalam Kajian Normatif Yuridis” yang menjelaskan implikasi yuridis dan sisi 
konstruksi pasal 209 KHI secara umum tantang wasiat wajibah. 
Dalam kesimpulannya Sri memperjelas bahwa pemberian wasiat wajibah 
adalah jalan tengah yang ditempuh oleh ulama penyusun KHI yang 
diselaraskan dengan melalui kompromi antara pemikiran fikih yang sangat 
keras dengan realitas masyarakat. 
Beberapa penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian yang akan 
penulis angkat, kendati masih berada pada arus yang sama mengenai wasiat 
wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat. Perbedaan tersebut sangat 
berkaitan dengan objek penelitian. Objek penelitian peneliti di sini diarahkan 
kepada relevansi ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua 





E. Tujuan Penulisan 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya ketentuan pasal 209 KHI 
tentang wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat. 
2. Untuk mengetahui relevansi hukum pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah 
bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan kitab-kitab Fikih yang 
menjadi referensinya. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan 
khazanah intelektual dan mengembangkan disiplin ilmu berkenaan dengan 
diberikannya wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat dalam 
pasal 209 KHI dan relevansinya dengan kitab-kitab fikih yang menjadi 
referensinya. 
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau 
rujukan bagi para penegak hukum Islam di dalam menetapkan atau 
memutuskan suatu perkara dengan tanpa mencederai hak asasi manusia 









G. Definisi Operasional 
Terdapat beberapa konsep dalam judul penelitian ini yang perlu 
didefinisikan secara operasional agar tidak menimbulkan kesalah pahaman para 
pembaca. Konsep-konsep tersebut adalah: 
Relevansi pasal 209 KHI 
dengan kitab fikih 
: Relevansi pasal 209 KHI dengan kitab fikih 
yaitu bersangkut paut atau mempunyai 
hubungan24 antara ketentuan pasal 209 KHI 
tentang wasiat wajibah bagi anak angkat 
atau orang tua angkat dengan kitab-kitab 
fikih yang menjadi referensinya. 
Wasiat wajibah : Wasiat wajibah adalah tindakan yang 
dilakukan penguasa atau hakim sebagai 
aparat negara untuk memaksa, atau memberi 
putusan wajib wasiat bagi orang yang telah 
meninggal, yang diberikan kepada orang 
tertentu dalam keadaan tertentu.25 
Anak angkat dan orang tua 
angkat 
: Anak angkat adalah anak yang dalam 
pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya 
pendidikan dan sebagainnya beralih tanggung 
jawab dari orang tua asal kepada orang tua 
angkatnya berdasarkan keputusan 
pengadilan.26 Sedangkan orang tua angkat 
adalah orang yang mengangangkat anak 
                                                            
24 Zainul bahri, Kamus Hukum khususnya bidang Hukum dan politik, (Bandung: Angkasa, 
1996), 273. 
25 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,  462. 





orang lain untuk disahkan sebagai anaknya 
sendiri. 
Kitab Fikih Referensi KHI : Yaitu kitab-kitab yang membahas tentang 
hukum-hukum  Islam yang menjadi rujukan 
atau petunjuk KHI dalam hal ini yang 
berhubungan dengan konsep wasiat wajibah. 
Dari konsep judul di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah 
keterkaitan atau hubungan antara ketentuan pasal 209 KHI yang memberikan 
wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat dengan kitab-kitab 
Fiqih yang menjadi referensinya. 
 
H. Metode Penelitian 
Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif karena meletakkan law 
in book sebagai obyeknya. Metode penelitian hukum normatif atau metode 
penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di 
dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang 
ada (library research).27 
1. Data yang dikumpulkan 
a. Ketentuan dalam pasal 209 KHI yang menjelaskan tentang wasiat wajibah 
bagi anak angkat atau orang tua angkat, meliputi Latar belakang 
perumusannya, motivasi dan tujuan dibentuknya KHI serta dasar lahirnya. 
                                                            
27 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat, 





b. Ketentuan dalam kitab-kitab fikih yang menjadi referensi perumusan KHI 
yang menjelaskan tentang wasiat wajibah, meliputi pengertiannya, dasar 
hukumnya dan siapa saja yang menerima wasiat wajibah. 
2. Sumber  data 
Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data 
dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. 
Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup: 
a. Bahan hukum primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 
terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau 
keputusan pengadilan28, dalam hal ini yang digunakan adalah instruksi 
Presiden (Inpres) berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
b. Bahan hukum sekunder, memberi penjelasan mengenai bahan hukum 
primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder 
adalah: 
1) Kitab-kitab yang menjadi referensi KHI, yang ada hubungannya 
dengan pasal 209 KHI, seperti: 
a) Ibn Hazm, Al-Muh}alla> 
b) Abu Muhammad Mu>fiquddin, Mugni> li Ibn al-Quda>mah 
c) Sayyid Sa>biq, Fikh as-Sunnah 
d) Abu Abdullah muhammad bin Idri>s, al-Umm 
                                                            
28 Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 





e) Malik bin Anas, al-Muwat}t}o’ 
f) Alauddin Abu bakar, Bada>i’ as-Sana>i’ 
2) Buku-buku dan jurnal penjelasan KHI, seperti: 
a) Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia 
b) Cik hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama 
dalam Sistem Hukum Nasional 
c) Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia 
d) Afdol, Landasan Hukum positif pemberlakuan hukum Islam 
e) Fatchur Rahman, Hukum Waris 
f) Abdul Gani Abdullah. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam 
Tata Hukum Indonesia. 
g) Jurnal Istimbath, Aplikasi ‘Urf dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) oleh Syukri Abu bakar. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder29, yang menjadi 
bahan hukum tersier adalah Kamus Hukum khususnya bidang Hukum 
dan politik karya Zainul bahri. 
3. Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
studi dokumenter, yaitu penelitian yang menggunakan sumber berupa 
                                                            





naskah-naskah asli yang mungkin telah dipublikasikan atau belum 
dipublikasikan30 berupa buku, Skripsi, artikel baik hard copy atau pun 
internet yang berkaitan wasiat wajibah. Setelah data-data sudah terkumpul 
baru kemudian diolah yang diawali dengan klasifikasi data, kemudian 
dianalisis secara deskriptif dan selanjutnya digeneralisir menjadi kesimpulan. 
4. Metode analisis data 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif analisis dengan pola berfikir deduktif induktif: 
‐ Deduktif yaitu proses pendekatan dengan bertolak dari hal-hal yang 
bersifat umum yaitu dasar hukum Islam yang menjelaskan tentang 
wasiat wajibah, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal 
yang bersifat khusus yaitu ketentuan dalam KHI tentang pemberian 
wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat. 
‐ Induktif  yaitu proses pendekatan dengan bertolak dari hal-hal khusus ke 
umum dengan menyesuaikan data-data yang diperoleh tentang wasiat 
wajibah yang ada di KHI dengan konsep wasiat wajibah yang ada di 
kitab-kitab fikih yang menjadi referensinya. 
 
 
                                                            
30 Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, 





I. Sistematika Penulisan 
Agar memperjelas jalannya penulisan peneliatian ini dan juga agar 
tercapai tujuan dari penulisan, maka kami buat sistematika penulisan sebagai 
berikut: 
Bab satu pendahuluan, Bab ini menjelaskan pola umum yang 
menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar 
belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi 
penelitian, dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, 
teknik analisa data sampai metode pembahasan hasil riset. 
Bab dua menjelaskan tentang kerangka konsepsional dari permasalahan 
yang akan penulis teliti yang isinya tentang gambaran umum tentang wasiat dari 
segi pengertaian, dasar dan hukumnya wasiat, rukun dan syarat wasiat serta 
berapa bagian harta yang boleh diwasiatkan. Selanjutnya menerangkan tentang 
wasiat wajibah, dasar hukum wasiat wajibah dan siapa saja yang bisa menerima 
wasiat wajibah. 
Bab tiga, menjelaskan tentang ketentuan wasiat wajibah dalam KHI, latar 
belakang perumusannya, motifasi dan tujuan dibentuknya KHI serta dasar 
lahirnya. 
Bab empat, analisis terhadap ketentuan pasal 209 tentang wasiat wajibah 





pemberian wasiat wajibah serta relevansi ketentuan pasal 209 KHI dengan kitab 
fikih yang menjadi referensinya 
Bab lima, penutup yang memuat kesimpulan penelitian yaitu menjawab 
rumusan masalah yang disebutkan di awal yang diikuti saran atau masukan 
kepada perumus KHI, para pembaca dan peneliti selanjutnya yang berhubungan 









WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Wasiat 
Wasiat menurut bahasa adalah ﺍﻝﺎﺼﻳﻹ  yang artinya menyampaikan  
yakni  menyampaikan sesuatu sehingga sampai kepada orang yang menerima.1 
Kata wasiat disebut dalam al-Qur’an sebanyak 9 kali, dalam bentuk kata kerja 
wasiat disebut 14 kali dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Dalam 
penggunaannya, wasiat berarti berpesan, menetapkan, memerintahkan (QS. Al-
An’a>m, 6:151, 152, 153, al-Nisa>’, 4:131), mewajibkan (QS. al-Ankabu>t, 29:8, 
Luqma>n, 31:14, al-Syu>ra>, 42:13, al-Ah}qa>f, 46:15), dan mensyariatkan (al-Nisa>’ 
4:11). Sementara pendapat mengatakan, apabila suatu wasiat datang dari Allah, 
berarti suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi 
pelaksanaannya.2 
Dalam pengertian syarak Para ulama ma|zab berbeda-beda dalam 
mendefinisikan wasiat. menurut ulama Hanafiyyah, wasiat adalah memberikan 
hak milik akan sesuatu secara sukarela (tabarru>’) yang pelaksanaannya 
ditangguhkan sampai orang yang berwasiat meninggal, baik sesuatu tersebut 
                                                            
1 Syamsuddin Muhammad, Mughni> al-Muhta>j Jilid III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), 52. 





berupa barang maupun manfaat. Ulama Ma>likiyyah mendefinisikan wasiat 
adalah akad yang mewajibkan pemberian  hak 1/3 dari harta orang yang 
berwasiat sedang waktu pelaksanaannya adalah setelah si pewasiat meninggal. 
Sebagian ulama Ma>likiyyah mengartikan wasiat seperti halnya ulama 
Hanafiyyah.3 
Menurut ulama Sya>fi’iyyah wasiat adalah suatu pemberian secara suka 
rela yang pelaksanaannya setelah si pewasiat meninggal, baik disebutkan 
maupun tidak waktu pelaksanaan wasiat tidak ada perbedaan yakni tetap 
pelaksanaannya dilakukan setelah si pewasiat meninggal dunia. Sedangkan 
menurut ulama Hana>bilah adalah perintah untuk mentasarufkan sesuatu setelah 
orang yang berwasiat meninggal, seperti wasiatnya seseorang kepada orang lain 
untuk merawat anaknya yang masih kecil atau mengawini putrinya atau 
memisahkan 1/3 dari hartanya dan sebagainya.4 
Dari beberapa pendapat di atas secara garis besar bahwa wasiat adalah 
suatu akad pemberian hak milik, baik berupa barang maupun manfaat secara 
sukarela dengan batasan tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan yang 
pelaksaannya adalah ditangguhkan setelah Si pewasiat meninggal dunia. 
Perbedaan antara wasiat dengan hibah adalah kalau wasiat 
kepemilikannya barang pemberian ditangguhkan sampai orang yang berwasiat 
                                                            
3 Abdur Rahma>n al-Jazairy>, Fiqh ala> madza>hibi al-Arba’ah Jilid III, (Libanon Bairut, Dar al-
Kitab al-‘Alamiyyah, 1990), 277. 





meninggal dunia, sedangkan hibah dalam pemberian barang langsung bisa 
diterima pada waktu itu tanpa harus menunggu orang yang memberi meninggal 
terlebih dahulu.5 
B. Dasar Hukum Wasiat 
Dasar hukum disyariatkannya wasiat adalah bersumber dari al-Qur’an, 




َﺐِﺘﹸﻛ ْﻢﹸﻜْﻴﹶﻠَﻋ ﺍﹶﺫِﺇ َﺮَﻀَﺣ ُﻢﹸﻛَﺪَﺣﹶﺃ ُﺕْﻮَﻤﹾﻟﺍ ﹾﻥِﺇ َﻙَﺮَﺗ ﺍًﺮْﻴَﺧ ﹸﺔﱠﻴِﺻَﻮﹾﻟﺍ ِﻦْﻳَﺪِﻟﺍَﻮﹾﻠِﻟ َﲔِﺑَﺮﹾﻗﹶﺄﹾﻟﺍَﻭ 
ِﻑﻭُﺮْﻌَﻤﹾﻟﺎِﺑ ﺎًّﻘَﺣ ﻰﹶﻠَﻋ َﲔِﻘﱠﺘُﻤﹾﻟﺍ 
Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta 
yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya 




Surat an-Nisa>’: 11 
..........ْﻦِﻣ ِﺪْﻌَﺑ ٍﺔﱠﻴِﺻَﻭ ﻲِﺻﻮُﻳ ﺎَﻬِﺑ ْﻭﹶﺃ ٍﻦْﻳَﺩ......  
                                                            
5 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Juz III, (bairut libanon, dar al-fikr, 2006), 998. 
6 Ibid., 998. 
7 Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang 
akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris. 






Artinya: ........ (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi 
wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.....9 
 
Surat al-Ma>idah:106 
ﺎَﻳ ﺎَﻬﱡﻳﹶﺃ َﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮُﻨَﻣﺁ ﹸﺓَﺩﺎَﻬَﺷ ْﻢﹸﻜِﻨْﻴَﺑ ﺍﹶﺫِﺇ َﺮَﻀَﺣ ُﻢﹸﻛَﺪَﺣﹶﺃ ُﺕْﻮَﻤﹾﻟﺍ َﲔِﺣ ِﺔﱠﻴِﺻَﻮﹾﻟﺍ ِﻥﺎَﻨﹾﺛﺍ ﺍَﻭﹶﺫ ٍﻝْﺪَﻋ 
ْﻢﹸﻜْﻨِﻣ ْﻭﹶﺃ ِﻥﺍَﺮَﺧﺁ ْﻦِﻣ ْﻢﹸﻛِﺮْﻴﹶﻏ ﹾﻥِﺇ ْﻢُﺘْﻧﹶﺃ ْﻢُﺘْﺑَﺮَﺿ ﻲِﻓ ِﺽْﺭﹶﺄﹾﻟﺍ ْﻢﹸﻜْﺘَﺑﺎَﺻﹶﺄﹶﻓ ﹸﺔَﺒﻴِﺼُﻣ ِﺕْﻮَﻤﹾﻟﺍ ﺎَﻤُﻬَﻧﻮُﺴِﺒْﺤَﺗ 
ْﻦِﻣ ِﺪْﻌَﺑ ِﺓﺎﹶﻠﱠﺼﻟﺍ ﹾﻘُﻴﹶﻓِﻥﺎَﻤِﺴ ِﻪﱠﻠﻟﺎِﺑ ِﻥِﺇ ْﻢُﺘْﺒَﺗْﺭﺍ ﺎﹶﻟ ﻱِﺮَﺘْﺸَﻧ ِﻪِﺑ ﺎًﻨَﻤﹶﺛ ْﻮﹶﻟَﻭ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺍﹶﺫ ﻰَﺑْﺮﹸﻗ ﺎﹶﻟَﻭ ُﻢُﺘﹾﻜَﻧ ﹶﺓَﺩﺎَﻬَﺷ 
ِﻪﱠﻠﻟﺍ ﺎﱠﻧِﺇ ﺍﹰﺫِﺇ َﻦِﻤﹶﻟ َﲔِﻤِﺛﺂﹾﻟﺍ 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 
menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka 
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di 
antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu10, 
jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa 
bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang 
(untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan 
nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan 
membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan 
seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami 
Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau 
demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".11 
 
2. As-Sunnah 
Hadit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ibn Umar ra. Berkata: 
ﱠﺪَﺣﺎَﻨﹶﺛ ُﺪْﺒَﻋ ِﻪﱠﻠﻟﺍ ُﻦْﺑ ،َﻒُﺳﻮُﻳ ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧﹶﺃ ،ٌﻚِﻟﺎَﻣ ْﻦَﻋ ،ٍﻊِﻓﺎَﻧ ْﻦَﻋ ِﺪْﺒَﻋ ِﻪﱠﻠﻟﺍ ِﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ َﻲِﺿَﺭ ُﻪﱠﻠﻟﺍ ﺎَﻤُﻬْﻨَﻋ :
ﱠﻥﹶﺃ ﹶﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠَﺻ ُﷲﺍ ِﻪْﻴﹶﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ﹶﻝﺎﹶﻗ :»ﺎَﻣ ﱡﻖَﺣ ٍﺉِﺮْﻣﺍ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ُﻪﹶﻟ ٌﺀْﻲَﺷ ﻲِﺻﻮُﻳ ،ِﻪﻴِﻓ ُﺖﻴِﺒَﻳ 
                                                            
9 Ibid., 62. 
10 Ialah: mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila 
tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi. 





ْﻴﹶﻟِﻦْﻴَﺘﹶﻠ ﺎﱠﻟِﺇ ُﻪُﺘﱠﻴِﺻَﻭَﻭ ﹲﺔَﺑﻮُﺘﹾﻜَﻣ ُﻩَﺪْﻨِﻋ «ُﻪَﻌَﺑﺎَﺗ ُﺪﱠﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ ،ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ْﻦَﻋ ،ﻭٍﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ ،َﺮَﻤُﻋ ِﻦَﻋ ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟﺍ 
ﻰﱠﻠَﺻ ُﷲﺍ ِﻪْﻴﹶﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ.) ﺢﻴﺤﺻ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ(12 
 
Artinya: Abdullah bin Yusuf berkata: Malik memberi kabar kepada saya dari 
Nafi’, dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Nabi SAW berkata: 
bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin 
diwasiatkan bermalam (diperlambat) selam dua malam, kecuali 
wasiatnya telah dicatat di sisiNya”. Hadit ini diikuti oleh 
Muhammad bin Muslim dari Amar, dari Ibn Umar dari Nabi SAW. 
(HR. Imam Bukhari) 
 
Hadis yang diriwayatkan oleh Ah}mad, Turmuz||i, Abu Dau>d dan Ibn Ma>jah 
ﱠﻥﹶﺃ ﹶﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠَﺻ ُﷲﺍ ِﻪْﻴﹶﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ﹶﻝﺎﹶﻗ :»ﱠﻥِﺇ ﹶﻞُﺟﱠﺮﻟﺍ ﹸﻞَﻤْﻌَﻴﹶﻟ َﻭ) ﻭﹶﺃ (ﹸﺓﹶﺃْﺮَﻤﹾﻟﺍ ِﺔَﻋﺎﹶﻄِﺑ ِﻪﱠﻠﻟﺍ َﲔﱢﺘِﺳ 
ﹰﺔَﻨَﺳ ﱠﻢﹸﺛ ﺎَﻤُﻫُﺮُﻀْﺤَﻳ ُﺕْﻮَﻤﹾﻟﺍ ُﻴﹶﻓِﻥﺍﱠﺭﺎَﻀ ﻲِﻓ ِﺔﱠﻴِﺻَﻮﹾﻟﺍ ُﺐِﺠَﺘﹶﻓ ﺎَﻤُﻬﹶﻟ ُﺭﺎﱠﻨﻟﺍ «ﹶﻝﺎﹶﻗ :ﹶﺃَﺮﹶﻗَﻭ ﱠﻲﹶﻠَﻋ ﻮُﺑﹶﺃ ﹶﺓَﺮْﻳَﺮُﻫ 
ْﻦِﻣ ﺎَﻫ ﺎَﻨُﻫ} ْﻦِﻣ ِﺪْﻌَﺑ ٍﺔﱠﻴِﺻَﻭ ﻰَﺻﻮُﻳ ﺎَﻬِﺑ ْﻭﹶﺃ ٍﻦْﻳَﺩ َﺮْﻴﹶﻏ ﱟﺭﺎَﻀُﻣ {]ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ :12 [ﻰﱠﺘَﺣ ﹶﻎﹶﻠَﺑ :}َﻚِﻟﹶﺫ 
ُﺯْﻮﹶﻔﹾﻟﺍ ُﻢﻴِﻈَﻌﹾﻟﺍ {]ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ :13[13 
 
Artinya:Rasulullah SAW. Berkata “Sesungguhnya orang laki-laki dan (atau) 
perempuan yang taat kepada Allah selama 60 tahun lamanya 
kemudian ketika keduanya meninggal dunia akan tetapi berwasiat 
dalam kemadharatan maka neraka wajib untuk mereka” kemudian 
Abu Hurairah membacakan untuk saya ayat al-Quran ْﻦِﻣ ِﺪْﻌَﺑ ٍﺔﱠﻴِﺻَﻭ 
ﻰَﺻﻮُﻳ ﺎَﻬِﺑ ْﻭﹶﺃ َﺩٍﻦْﻳ َﺮْﻴﹶﻏ ّﺭﺎَﻀُﻣ  sampai َﻚِﻟﹶﺫ ُﺯْﻮﹶﻔﹾﻟﺍ ُﻢﻴِﻈَﻌﹾﻟﺍ  (HR. Abu Daud) 
 
Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ma>jah dari Ja>bir berkata: 
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹸﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠَﺻ ُﷲﺍ ِﻪْﻴﹶﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ :»ْﻦَﻣ َﺕﺎَﻣ ﻰﹶﻠَﻋ ٍﺔﱠﻴِﺻَﻭ َﺕﺎَﻣ ﻰﹶﻠَﻋ ٍﻞﻴِﺒَﺳ ،ٍﺔﱠﻨُﺳَﻭ َﺕﺎَﻣَﻭ 
ﻰﹶﻠَﻋ ﻰﹰﻘُﺗ ،ٍﺓَﺩﺎَﻬَﺷَﻭ َﺕﺎَﻣَﻭ ﺍًﺭﻮﹸﻔْﻐَﻣ ُﻪﹶﻟ«14 
                                                            
12 Abu al-Hasan Nur ad-Din Muhammad, Sahi>h al-Bukha>ri> Jilid 2, (Bairut: Dar al-Kutub al-
Alamiyyah, 1971), 230. 
13 Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud Jilid dua, (Bairut: Dar al-Fikr, 2007), 4. 





Artinya: Rasulullah SAW. Bersabda: barang siapa meninggal dunia dan 
meninggalkan wasiat maka matinya dalam jalan yang benar dan mati 
dalam keadaan takwa dan persaksian serta mati dalam 
pengampunan. (HR. Ibn Ma>jah) 
 
3. Al-Ijma’ 
Umat Islam sejak dari zaman Rasulullah SAW. sampai sekarang banyak 
menjelaskan wasiat. perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh 
seorangpun. Ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya Ijma’.15  
C. Hukum Wasiat 
Berdasarkan dasar hukum tentang wasiat sebagiamana tersebut di atas, 
para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menentukan hukum wasiat. 
Menurut  mayoritas ulama hukum wasiat adalah sunnah muakkad yaitu sunnah 
yang diutamakan.16 Sedangkan hukum wasiat bagi mu>s}i> atau orang yang 
berwasiat para ulama maz|ab berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat, 
terkadang bisa wajib, sunnah, bahkan bisa menjadi haram tergantung kondisi 
yang meliputinya, di sini para ulama maz|ab berbeda pendapat.17 
Menurut Sya>fi’iyyah hukum wasiat terbagi menjadi lima yaitu: 
1. Wajib 
Wasiat dihukumi wajib apabila untuk menyampaikan atau memenuhi hak-
hak orang lain, misalnya membayar hutang, mengembalikan barang titipan. 
                                                            
15 Fatchur Rahman, Fiqih Waris, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1975), 51. 
16 Sayyid Abu Bakar, I’a>nah at-T}olibi>n Jilid III, (Surabaya: al-Hidayah), 199. 





Sebagian ulama Hanafiyah wasiat wajib jika dilakukan untuk memenuhi 
hak-hak Allah misalnya wasiat untuk mengeluarkan zakat, membayar 
kafarat wajib. Apabila wasiat bersamaan antara hak manusia dengan hak 
Allah, sedang harta wasiatnya tersebut telah mencukupi maka tidak ada 
masalah, akan tetapi jika tidak mencukupi maka yang didahulukan adalah 
pemenuhan wasiat kepada hak manuisa. Misalnya seseorang berwasiat untuk 
mengeluarkan zakat, membayar kafarat, membayar diyat, menunaikan 
sholat, apabila 1/3 dari harta peninggalannya tidak sampai mencukupi untuk 
membayar kesemuannya, maka yang didahulukan adalah membayar zakat 
dan membayar diyat.18 
2. Haram 
Wasiat dihukumi haram apabila berwasiat kepada orang jahat yang apabila 
berwasiat kepadanya menimbulkan bahaya. Menurut Sayyid Sabiq wasiat 
juga dihukumi haram apabila adanya wasiat bisa mendatangkan mad}arat bagi 
ahli waris yang ada, sebagaimana penjelasan Hadis yang driwayatkan oleh 




                                                            
18 Ibid., 288. 






Wasiat dihukumi makruh apabila berwasiat melebihi dari sepertiga harta 
peninggalan, atau berwasiat kepada ahli waris. Menurut Hanafiyah juga 
dihukumi makruh jika berwasiat kepada orang fasik dan ahli maksiat. 
4. Sunnah muakkad 
Wasiat yang sudah memenuhi syarat wasiat dan tidak sampai pada derajat 
wasiat wajib, haram atau makruh, seperti wasiat kepada selain ahli waris 
yang berakal atau wasiat kepada orang fakir dan miskin. 
5. Mubah 
Di hukumi mubah seperti berwasiat kepada orang kaya.20 
D. Rukun dan Syarat Wasiat 
Secara garis besar syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. 
Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam memberi uraian tentang rukun 
dan syarat wasiat. Menurut ulama Hanafiyyah rukun wasiat hanya satu yaitu 
sighat atau ijab dan qabul.21 Sayyid Sabiq, dalam bukunnya Fiqh as-Sunnah 
rukun wasiat hanya ijab atau penyerahan saja dari orang yang berwasiat22. 
Perbedaan ini karena mereka memandang wasiat adalah suatu perbuatan hukum 
yang bisa sah dan berlaku secara sepihak, tanpa keterlibatan yang menerima. 
                                                            
20Abdur Rahma>n al-Jazairy>, Fiqh ala> madza>hibi al-Arba’ah, 289. 
21Ibid., 278. 





Lebih-lebih berlakunya wasiat adalah setelah pewasiat meninggal dunia. Cara 
demikian, jika dihadapkan dengan kenyataan sekarang, tentu cara yang 
mengandung banyak sisi kelemahan dan jika tidak segera dibenahi dapat 
mengancam eksistensi dan niat baik Si pewasiat.23 
Ibn Rusyd dan al-Jaziry mengemukakan pendapat ulama secara 
muqa>ranah (komparatif) bahwa rukun wasiat ada 4 yaitu: orang yang berwasiat 
(mu>s}i>), orang yang menerima wasiat (mu>s}a> lah), barang yang menjadi wasiat 
(mu>s}a> bih) dan s}i>gat.24 
1. Orang yang berwasiat 
Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah berakal dan 
merupakan pemilik harta sehingga ia berhak memindahkan kepemilikan 
kepada orang lain dengan jalan wasiat. Namun mereka berbeda pendapat 
tentang umur pewasiat. Menurut Hanafiyyah dan Sya>fi’iyyah mensyaratkan 
pewasiat harus balig maka tidak sah wasiatnya anak kecil baik ia pintar 
maupun bodoh. Sedangakan menurut ulama Ma>likiyyah anak yang belum 
balig (mumayyiz) sudah boleh berwasiat begitu juga orang bodoh boleh 
berwasiat kepada walinya ketika ia mempunyai hutang kepada orang lain.25 
                                                            
23 Ahmad rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 449. 
24 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wi Niha>yat al-Muqtas}id Jilid II, (Surabaya: Toko Kitab al-
Hidayah), 250. 





Imam Ahmad seperti halnya dengan ulama Ma>likiyyah yaitu membolehkan 
wasiat bagi anak yang sudah berumur 10 tahun.26 
Selain itu menurut ulama Ma>likiyyah dan sya>fi’iyyah bahwa orang 
yang berwasiat disyaratkan merdeka, tidak sah wasiatnya seorang hamba 
sahaya27. Sedangkan wasiatnya orang kafir adalah sah selama tidak 
mewasiatkan barang haram sebagaimana menurut beberapa fuqaha>’.28 
2. Orang yang menerima wasiat 
Di antara orang-orang yang bisa menerima wasiat adalah: Pertama, 
bukan termasuk  ahli waris sebagaimana riwayat dari Abd. Uma>mah berkata 
bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda dalam khutbah haji wada’: 
ﱠﻥِﺇ َﻪﱠﻠﻟﺍ َﻙَﺭﺎَﺒَﺗ ﻰﹶﻟﺎَﻌَﺗَﻭ ْﺪﹶﻗ ﻰﹶﻄْﻋﹶﺃ ﱢﻞﹸﻜِﻟ ﻱِﺫ ﱟﻖَﺣ ،ُﻪﱠﻘَﺣ ﺎﹶﻠﹶﻓ ﹶﺔﱠﻴِﺻَﻭ ٍﺙِﺭﺍَﻮِﻟ 
Artinya: Sesungguhnya Allah telah memeberikan kepada yang mempunyai 
hak akan hak-haknya, maka tidak sah wasiat kepada ahli waris 
(HR. al-T}irmiz|i). 
Kedua, Hidup, walaupun dengan perkiraan seperti janin dalam 
kandungan, dalam hal ini menurut Imam Malik jika janin lahir dengan 
selamat maka baginya harta wasiat jika tidak maka hilanglah bagian 
wasiatnya.29 Dalam hal ini Ulama Syafi’iyyah mensyaratkan keberadaan anak 
dalam kandungan Ibunya paling sedikit enam bulan ketika wasiat 
                                                            
26AbuMuhammad mufiqu ad-Din, al-Mughni Jilid VI, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), 119. 
27 Abdur Rahman al-Jazairy>, Fiqh ala> madza>hibi al-Arba’ah, 279. 
28 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Jilid II, 250. 
29Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, Muda>wanah Juz IV, (Bairut, ad-Dar al-Kutub al-





diucapkan.30 Ketiga, bisa memiki harta yang diwasiatkan baik secara pribadi 
orang yang menerima seperti orang mukalaf atau dengan walinya apabila 
wasiat diberikan kepada orang gila atau anak-anak. Oleh karena itu 
hukumnya sah berwasiat kepada orang yang berakal, orang gila, orang 
dewasa maupun anak-anak sampai janin yang ada di dalam perut si ibu bisa 
menerima wasiat.31 Keempat orang yang menerima wasiat adalah bukan 
orang yang membunuh si mayit secara langsung (pembunuhan yang 
diharamkan).32 
3. Barang wasiat 
Para ulama sepakat benda yang menjadi obyek wasiat adalah benda-
benda atau manfaat yang dapat digunakan bagi kepentingan manusia secara 
positif. Namun mereka berbeda dalam wasiat yang berupa manfaat suatu 
benda, sementara bendanya itu sendiri tetap menjadi milik pemiliknya atau 
keluarganya.33 Adapun terhadap keadaan barang menurut Sya>fi’iyyah barang 
wasiat tidak harus suci, boleh wasiat anjing asalkan bisa bermanfaat yang 
tidak diperbolehkan menurutnya adalah benda yang tidak ada manfaatnya 
atau wasiat untuk kemaksiatan.34 
                                                            
30 Abdur Rahman al-Jazairy>, Fiqh ala> madza>hibi al-Arba’ah, 285. 
31 Ibid., 284. 
32 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah Jilid III, 1001. 
33 Ahmad rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 454. 





Menurut ulama hanafiyah barang wasiat tidak harus ada pada saat 
wasiat, boleh berwasiat terhadap barang yang belum ada tapi yang 
dimungkinkan keberadaannya seperti wasiat akan buah yang ada di kebun 
kepada seseorang selagi orang yang menerima wasiat adalah masih hidup.35 
4. S}i>gat (redaksi wasiat) 
Lafadz yang menunjukkan makna wasiat, baik secara langsung dengan 
lisan, lewat tulisan atau dengan sindiran yang disertai niat. Contoh ijab atau 
penyerahan, misalnya: ﺖﻴﺻﻭ ﻚﻟ ﺍﺬﻜﺑ ,ﻩﻮﻄﻋﺃ ﻦﻣ ﱄﺎﻣ ﺪﻌﺑ ﺕﻮﳌﺍ  . menurut 
Hana>bilahh penerimaan wasiat dilaksanakan setelah si pewasiat meninggal 
sedang qabul atau penerimaannya bisa lewat lisan misalnya dengan lafal ﺖﻠﺒﻗ 
atau juga bisa dengan perbuatan seperti mengambil atau menggunakan 
barang wasiat, akan tetapi menurut ulama Syafi’iyyah dengan perbuatan saja 
tidak cukup.36 
Sayyid Sabiq membedakan obyek penerima wasiat, jika yang 
menerima wasiat adalah tidak jelas atau tidak tertuju pada orang tertentu 
seperti wasiat untuk masjid, untuk sekolahan atau untuk rumah sakit maka 
dalam hal ini tidak mensyaratkan adanya qabul tetapi cukup dengan ijab saja 
sudah sempurna karena hal ini seperti sadaqah. Jika obyek wasiat sudah jelas 
                                                            
35 Ibid., 281. 





seperti wasiat kepada seseorang maka hal ini membutuhkan qabul  dari orang 
yang menerima wasiat setelah si pewasiat meninggal dunia.37 
E. Batas Bagian Wasiat 
Ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas ukuran harta wasiat. 
Diriwayatkan oleh sahabat Ali r.a. beliau berkata bahwa enam ratus dirham atau 
tujuh ratus dirham itu tidak ada wasiat untuknya. Begitu juga menurut Ibn 
Abbas tidak ada wasiat di dalam harta delapan ratus dirham. Siti Aisyah r.a. 
berkata bahwa seorang perempuan yang mempunyai empat anak dan ia hanya 
mempunyai tiga ribu dirham maka tidak ada baginya wasiat.38 
Menurut jumhur ulama diperbolehkan wasiat sepertiga dari harta dan 
tidak boleh selebihnya dan yang lebih diutamakan adalah wasiat dibawah 
sepertiga dari harta.39 Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan 
oleh Imam Bukha>ri dari Sa’ad bin Abi Waqa>sh: 
َﺀﺎَﺟ ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟﺍ ﻰﱠﻠَﺻ ُﷲﺍ ِﻪْﻴﹶﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ﻲِﻧُﺩﻮُﻌَﻳ ﺎَﻧﹶﺃَﻭ ،ﹶﺔﱠﻜَﻤِﺑ َﻮُﻫَﻭ ُﻩَﺮﹾﻜَﻳ ﹾﻥﹶﺃ َﺕﻮُﻤَﻳ ِﺽْﺭَﻷﺎِﺑ ﻲِﺘﱠﻟﺍ َﺮَﺟﺎَﻫ 
،ﺎَﻬْﻨِﻣ ﹶﻝﺎﹶﻗ :»ُﻢَﺣْﺮَﻳ ُﻪﱠﻠﻟﺍ َﻦْﺑﺍ َﺀﺍَﺮﹾﻔَﻋ «، ُﺖﹾﻠﹸﻗ :ﺎَﻳ ﹶﻝﻮُﺳَﺭ ،ِﻪﱠﻠﻟﺍ ﻲِﺻﻭﹸﺃ ﻲِﻟﺎَﻤِﺑ ﱢﻠﹸﻛ؟ِﻪ ﹶﻝﺎﹶﻗ :»ﹶﻻ «، 
ُﺖﹾﻠﹸﻗ :،ُﺮﹾﻄﱠﺸﻟﺎﹶﻓ ﹶﻝﺎﹶﻗ :»ﹶﻻ «، ُﺖﹾﻠﹸﻗ :،ﹸﺚﹸﻠﱡﺜﻟﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗ :»،ﹸﺚﹸﻠﱡﺜﻟﺎﹶﻓ ﹸﺚﹸﻠﱡﺜﻟﺍَﻭ ،ٌﲑِﺜﹶﻛ َﻚﱠﻧِﺇ ﹾﻥﹶﺃ َﻉَﺪَﺗ َﻚَﺘﹶﺛَﺭَﻭ 
َﺀﺎَﻴِﻨﹾﻏﹶﺃ ٌﺮْﻴَﺧ ْﻦِﻣ ﹾﻥﹶﺃ ْﻢُﻬَﻋَﺪَﺗ ﹰﺔﹶﻟﺎَﻋ ﹶﻥﻮﹸﻔﱠﻔﹶﻜَﺘَﻳ َﺱﺎﱠﻨﻟﺍ ﻲِﻓ ،ْﻢِﻬﻳِﺪْﻳﹶﺃ َﻚﱠﻧِﺇَﻭ ﺎَﻤْﻬَﻣ َﺖﹾﻘﹶﻔْﻧﹶﺃ ْﻦِﻣ ،ٍﺔﹶﻘﹶﻔَﻧ ﺎَﻬﱠﻧِﺈﹶﻓ 
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،ﹲﺔﹶﻗَﺪَﺻ ﻰﱠﺘَﺣ ﹸﺔَﻤﹾﻘﱡﻠﻟﺍ ﻲِﺘﱠﻟﺍ ﺎَﻬُﻌﹶﻓْﺮَﺗ ﻰﹶﻟِﺇ ﻲِﻓ ،َﻚِﺗﹶﺃَﺮْﻣﺍ ﻰَﺴَﻋَﻭ ُﻪﱠﻠﻟﺍ ﹾﻥﹶﺃ ،َﻚَﻌﹶﻓْﺮَﻳ َﻊِﻔَﺘْﻨَﻴﹶﻓ َﻚِﺑ ٌﺱﺎَﻧ ﱠﺮَﻀُﻳَﻭ 
َﻚِﺑ ﹶﻥﻭُﺮَﺧﺁ «، ْﻢﹶﻟَﻭ ْﻦﹸﻜَﻳ ُﻪﹶﻟ ٍﺬِﺌَﻣْﻮَﻳ ﺎﱠﻟِﺇ ﹲﺔَﻨْﺑﺍ.40 
  
Artinya: Nabi datang menjengukku ketika di Makkah, beliau tampaknya kurang 
senang meninggal di bumi yang ditinggalkan, dan beliau bersabda: 
“semoga Allah mengasihimu wahai Umar Ibn Afra`”. Aku bertanya: 
“wahai Rasulullah saw. Aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku. 
”Beliau menjawab: “jangan”. “Separuh” tanyaku. “jangan”, jawab 
beliau. Aku bertanya “sepertiga”? kata belaiu: “sepertiga, sepertiga 
adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam 
keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan 
mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang 
lain. Sesungguhnya kamu menginfakkan sesuatu adalah merupakan 
sadaqah hingga sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut 
istrimu” dan semoga Allah akan mengangkatmu, sehingga orang dapat 
memperoleh manfaat dari kamu, sementara sebagian lain menderita, 
dan hari itu tidak ada lain kecuali seorang anak perempuan. (HR. Imam 
Bukhari) 
 
Menurut jumhur ulama, yang dimaksud sepertiga harta adalah sepertiga dari 
seluruh harta peninggalan si pewasiat, sedang menurut Imam Malik, sepertiga 
adalah dari harta yang diketahui bukan dari harta yang samar-samar atau dari 
harta yang tidak jelas.41 
Wasiat lebih dari sepertiga harta adalah tidak diperbolehkan baik ada 
ahli waris maupun tidak, jika Si pewasiat berwasiat lebih dari sepertiga dari 
hartanya maka itu tergantung izin ahli warisnya.42 Menurut Syamsuddin dalam 
kitab Mughni al-Muhtaj bahwa tidak seharusnya seseorang mewasiatkan lebih 
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dari 1/3 dari hartanya walaupun itu hukumnya wajib atau sunnah. Sedangkan 
untuk wasiat mubah tidak dibenarkan untuk berwasiat lebih dari sepertiga dari 
harta walaupun itu diberikan kepada ahli waris yang terhijab hirman atau 
tidak.43 
Pendapat lain mengatakan bahwa batas maksimal wasiat adalah kurang 
dari 1/3. Ini dipahami dari pernyataan Rasulullah, bahwa 1/3 itu besar dan 
banyak. Demikian pendapat ulama salaf. Qatadah mengatakan bahwa Abu bakar 
berwasiat dengan 1/5 hartanya, Umar dengan ¼ hartanya. Ibn Rusyd 
memandang wasiat deangan 1/5 harta adalah lebih baik.44 
F. Wasiat Wajibah 
Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan 
ikhtiya>riyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan 
sendiri, dalam keadaan bagaimanapun juga penguasa maupun hakim tidak dapat 
memaksa seseorang untuk memberikan wasiat.45 Sebagaiamana penjelasan di 
atas para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum wasiat akan tetapi 
menurut mayoritas Ulama hukum wasiat adalah tidak fardhu ‘ain (kewajiban 
individu). 
                                                            
43 Syamsuddin, Mughni al-Muhtaj, Jilid IV, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1994), 78. 
44 Ahmad rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 454. 





Berbeda dengan mayoritas ulama, Abu> Dau>d, Ibn Hazm dan Ulama salaf 
berpendapat bahwa wasiat hukumnya fard}u ain46. Menurut Ibn Hazm hukum 
wasiat adalah wajib bagi setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta 
sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dari Nafi’ dari Ibn Umar: 
ﺎَﻣ ﱡﻖَﺣ ٍﺉِﺮْﻣﺍ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ُﻪﹶﻟ ٌﺀْﻲَﺷ ﻲِﺻﻮُﻳ ،ِﻪﻴِﻓ ُﺖﻴِﺒَﻳ ِﻦْﻴَﺘﹶﻠْﻴﹶﻟ ﺎﱠﻟِﺇ ُﻪُﺘﱠﻴِﺻَﻭَﻭ ﹲﺔَﺑﻮُﺘﹾﻜَﻣ ُﻩَﺪْﻨِﻋ47 
Artinya:bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin 
diwasiatkan bermalam (diperlambat) selam dua malam, kecuali 
wasiatnya telah dicatat di sisiNya. (HR. Imam Bukhari) 
 
Orang yang meninggal dan belum meninggalkan wasiat maka fardhu hukumnya 
untuk mensadaqahkan sebagaian hartanya karena hukum dari pada wasiat 
adalah wajib.48 
Kewajiban wasiat bagi seseorang sebagaimana menurut para ulama 
disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah SWT. seperti tidak  
menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan 
berpuasa dan lain sebagainnya telah diwajibkan oleh syari’at sendiri bukan oleh 
penguasa atau hakim.49 
Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi, 
mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat 
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yang terkenal dengan wasiat wajibah, kepada orang tertentu dalam keadaan 
tertentu ketika orang yang meninggal lupa atau teledor dalam memberikan 
wasiat kepada orang yang seharusnya menerima harta wasiat darinya.50 Wasiat 
wajibah menurut Suparman Usman adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak 
dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang 
meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak 
diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal 
dunia51. Dikatakan wasiat-wasiat (wajib) disebabkan karena dua hal: 
1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan muncul unsur kewajiban 
melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan 
orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. 
2. Ada kemiripan dengan ketentuan ketentuan pembagian harta pusaka dalam 
hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.52 
Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-
pendapat ulama salaf dan khalaf, yang menurut Fatchur rahma dejelaskan: 
1. Kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima 
pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha’ dan tabi’in besar ahli 
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fiqih dan ahli hadis, antara lain Sa’id ibn Musyyab, Hasan al-Bas}ry>. T}a>wu>s, 
Ah}mad, Ish}aq ibn Rahawaih dan ibn Hazm. 
2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mayit kepada kerabat-kerabat yang 
tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila si mati 
tidak berwasiat, ini diambil dari pendapat Ibn Hazm yang dinukil dari 
fuqaha’ tabi’in dan pendapat Ahmad. 
3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada 
cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 dari harta peninggalan 
adalah didasarkan oleh pendapat Ibn Hazm.53 
Ketentuan wasiat wajibah di atas merupakan hasil ijtihad para ulama 
dalam menafsirkan ayat 180 surat al-Baqarah. Sebagaimana ulama, dalam 
menafsirkan ayat tersebut berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan 
kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih 
tetap dan masih dapat diberlakukan. Sedang sebagian ulama lain berpendapat 
bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena 
ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut sudah di nasakh atau 
dihapus hukumnya baik oleh al-Quran maupun al-Hadis.54 
Menurut beberapa ulama maz|ab seperti Imam Malik bahwa wajibnya 
wasiat kepada ahli waris sebagaimana penjelasan ayat 180 surat al-Baqarah di 
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atas adalah sudah dihapus hukumnya dengan datangnya ayat mawaris dan juga 
hadits nabi yang s|a>bit “tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali mereka 
ahli waris mengizini”.55 Pendapat Imam Malik ini sama dengan pendapatnya 
Hanafiyyah bahwa ayat tersebut sudah dihapus, tetapi para ulama berbeda 
pendapat dalam cara penghapusannya. Menurut sebagian ulama bahwa ayat 
tersebut dihapus dengan hadis nabi la> was}iyyata> li wa>ris}i saja, karena 
menurutnya terkadang al-Qur’an bisa di hapus hukumnya dengan hadis 
mutawattir. Sebagian ulama lain berpendapat penghapusan ayat tersebut adalah 
dengan ayat mawaris dan hadis Nabi la> was}iyyata> li wa>ris}i .56 
Imam Syafi’i menjelaskan bahwa dalam ayat 180 surat al-baqarah, 
menurut para ahli ilmu al-Quran kefard}uan wasiat kepada orang tua atau kerabat 
dalam ayat tersebut adalah sudah dinasakh, sedangkan mereka berbeda pendapat 
bagi kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan. Dalam hal ini Imam Syafi’i 
berpegangan terhadap para ahli ilmu yang berpendapat hukum wasiat pada ayat 
tersebut sudah dihapus dengan ayat mawaris dan hadis la> was}iyyata li wa>ris}i. 
Penghapusan ayat tersebut menunjukkan bahwa wasiat tidak diperbolehkan bagi 
ahli waris yang mendapatkan warisan dan wasiat diperbolehkan untuk selain 
kerabat. Wasiat kepada orang tua atau orang yang bisa mewarisi dalam setiap 
                                                            
55 Malik bin Anas, Muwat}t}o’ al-Imam Ma>lik, (Bairut, Da>r Ih}ya>’ at-Turas|, 1985), 765. 






keadaan adalah boleh dengan catatan mereka tidak mendapatkan harta warisan 
karena suatu sebab.57 
Menurut Ibn Hazm bahwa Kerabat yang tidak mendapatkan harta waris 
sebab budak atau kafir atau mereka yang terhalang baginya mendapatkan harta 
warisan maka wajib untuknya diberi wasiat. Oleh karena itu diharuskan 
berwasiat untuk mereka dengan sesuatu yang bisa menyenangkannya. Begitujuga 
bagi kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya seorang kafir atau budak 
maka wajib memberinya wasiat dan apabila sampai meninggal anaknya tidak 
berwasiat kepadanya maka tetap wajib memberi mereka berdua atau salah satu 
dari mereka atas harta anaknya. Setelah wasiat diberikan kepada mereka (orang 
tua/ kerabat yang tidak mendapat harta waris) dilaksanakan, baru bagi si mayit 
bisa meninggalkan wasiat kepada yang lain sekendaknya.58 
Ibn Hazm dalam menjelaskan ayat 180 surat al-Baqarah, wasiat 
hukumnya wajib dikecualikan bagi orang tua dan kerabat yang sudah menerima 
harta waris. Bagi mereka (orang tua dan kerabat) yang tidak menerima harta 
waris maka tetap wajib hukumnya memberi wasiat karena itu adalah hak mereka, 
jika tidak memberinya wasiat (wajibah) maka ia telah mendzoliminya.59 
Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah bahwa 
menurut jumhur ulama ayat tersebut sudah dihapus. Menurut Sya>fiiyyah bahwa 
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Allah menurunkan ayat wasiat dan ayat mawaris, di sini ada dua pendapat, 
pertama menganggap ayat wasiat tetap ada dalam artian tidak dihapus bersama 
ayat mawaris. Ke dua, adanya ayat mawaris adalah menghapus ayat wasiat. Para 
ulama menunggulkan salah satu pendapat dengan dasar hadis Nabi La> was}iyyata> 
li wa>risi>n.60 
G. Orang-Orang yang Berhak Menerima Wasiat Wajibah 
Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan pendapat jumhur fuqaha>’, bahwa 
mewasiatkan sebagian harta benda kepada seseorang keluarga dekat maupun 
jauh, tidak diwajibkan oleh syariat. Kecuali bagi orang yang mempunyai 
tanggungan hak orang lain yang tidak dapat diketahui selain oleh dia sendiri atau 
mempunyai amanat-amanat yang tidak diketahui orang (saksi).61 
Abu Daud, Ibn Hazm dan Ulama salaf antara lai Ibn Jarir, Jabir bin Zaid, 
Qatadah, Thawus dan Masruq berpendapat bahwa wasiat wajibah tetap berlaku 
serta dapat diterapkan dan dilaksanakan ketentuannya terhadap mereka yang 
berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah 
walidai>n dan aqrabi>n yang tidak termasuk/ terkategori ahli waris.62 
Adapun yang dimaksud aqrabi>n, menurut Ibn Hazm adalah mereka yang 
bertemu mayit dari jalur ayah yang mana darinya dapat diketahui bila 
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dinasabkan. Begitu juga dari jalur ibu yaitu orang yang bertemu mayit dari jalur 
ibunya yang mana darinya bisa diketahui bila dinasabkna kepadanya, karena 
mereka semua menurut bahasa disebut kerabat dan selain mereka tidak 
diperbolehkan disebut kerabat dengan tanpa dasar.63 
Oleh karena itu, misalnya (A) akan meninggal dan mempunyai anak laki-
laki bernama (B) dan cucu laki-laki anaknya (F), yaitu (C), yang (F) ini mati 
sewaktu (A) masih hidup, maka (A) tidak wajib berwasiat kepada (C). Setelah 
(A) meninggal harta peninggalannya seluruhnya diterima oleh (B). Sedang (C) 
tidak menerima peninggalan sedikitpun, baik dengan jalan warisan karena 
terhijab oleh (B), maupun wasiat karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan 
untuk diberinya wasiat. Berhubung ketiadaan (C) menerima peninggalan yang 
disebabkan kematian ayahnya (F), mendahului kematian kakeknya (A) itu 
merupakan suatu kecemasan, maka Undang-undang mengobati kekecewahan 
tersebut dengan apa yang disebut “wasiat wajibah”.64 
Konsep wasiat wajibah yang diberikan kepada cucu yang ketika ayah 
atau ibunya sudah meninggal sudah diberlakukan di beberpa negara Islam seperti 
Mesir, Suria dan Maroko meskipun beberapa di antara mereka terdapat 
perbedaan. 
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H. Hikmah Wasiat 
Hikmah daripada wasiat adalah sebagai bekal di akhirat nanti atas 
kebaikan yang dilakukan di dunia dengan mewasiatkan sesuatu kepada 
seseorang.65 Dalam keterangan hadis yang lalu yang diriwayatkan oleh Ibn 
Ma>jah dari Jabir bahwa barang siapa berwasiat maka ia mati dalam jalan taqwa 
dan meninggal dalam keadaan diampuni. 
Selain itu dijelaskan dalam kitab Hikmah at-Tasyri>’ bahwa hikmah 
daripada wasiat adalah seprti halnya wakaf yaitu di dalam menjaga amanat. Di 
dalam wasiat pasti menyerahkan barang yang akan diwasiatkan kepada orang 
lain untuk ditasarufkan sesuai syarat yang ditetapkan syaria’at.66 
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KETENTUAN PASAL 209 KHI TENTANG WASIAT WAJIBAH 
BAGI ANAK ANGKAT DAN ORANG TUA ANGKAT 
 
Sebelum membahas lebih jauh ketentuan pasal 209 KHI tentang pemberian 
wasiat wajibah bagi anak angkat ataupun orang tua angkat terebih dulu kami 
paparkan pengertian dan latar belakang dibentuknya KHI serta bagaimana 
penyusunannya. 
A. Pengertian KHI 
Dalam memahami makna Kompilasi Hukum Islam terlebih dahulu 
mengetahui apa yang dimaksud dengan arti kompilasi itu sendiri. Kata 
kompilasi diambil dari bahasa latin yaitu “compilare” yang mempunyai arti 
mengumpulkan bersama-sama, istilah ini kemudian dikembangkan menjadi 
“compilation”  yang di indonesia disebut kompilasi. Dalam kamus lengkap 
Inggris Indonesia-Indonesia Inggris yang disusun oleh S. Wojowasito dan WJS 
Poermadarminto disebutkan kata “compilation” dengan terjemahan “karangan 
tersusun dan kutipan buku-buku lain”. Abdurrahman merangkum dari beberapa 





bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/ tulisan mengenai sesuatu 
persoalan tertentu.1 
Dalam pengertian hukum maka kompilasi adalah tidak lain dari sebuah 
buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum 
tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Adapun kompilasi dalam 
pengertian kompilasi hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari 
berbagai pendapat hukum yang diambil dan berbagai kitab yang ditulis oleh para 
ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan Agama 
untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang 
dinamai Kompilasi Hukum Islam (KHI).2 
B. Latar Belakang Perumusan KHI 
Latar belakang perumusan KHI sendiri tidaklah singkat, bilaman kita 
memperhatikan konsideran keputusan bersama ketua Mahkama Agung dan 
Mentri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 
1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam, 
dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu: 
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a. Sesuai fungsi MA dalam mengatur jalannya Peradilan disemua lingkungan 
peradilan khususnya di Peradilan Agama, perlu mengadakan kompilasi 
hukum Islam yang salama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama. 
b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran 
pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tata tertib administrasi dalam proyek 
pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu 
membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari pejabat Mahkama 
Agung dan Depertemen Agama Republik Indonesia.3 
Konsideran tersebut dirasa masih belum memberi jawaban mengenai 
mengapa harus dibentuk kompilasi hukum Islam ini mempunyai kaitan yang 
erat sekali dengan kondisi hukum di Indonesia selama ini. Menurut Muchtar 
Zarkasyi sampai saat ini belum ada satu pengertian yang disepakati tentang 
hukum Islam di Indonesia. Ada berbagai anggapan tentang hukum Islam, yang 
masing-masing melihat dari sudut berbeda. 
Menurut H. Muhammad Daud Ali, dalam membicarakan hukum Islam di 
Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan Hukum Islam dalam 
sistem hukum indonesia. Sedangkan menurut Ichtianto hukum Islam sebagai 
tatanan hukum yang dipegangi atau ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat 
Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan 
                                                            





sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan Hukum 
Nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangan. Sehingga 
bilamana kita harus berbicara tentang situasi hukum Islam Indonesia masa kini 
sebagai latar belakang disusunnya Kompilasi Hukum Islam dua hal tersebut 
tidak mungkin bisa diabaikan.4 
Dibentuknya KHI menurut Munawir Sadzali5 adalah karena melihat 
peradilan sudah berusia sangat lama sedangkan hakimnya tidak memiliki buku 
standar yang menjadi rujukan bersama seperti KUHP. Ini berakibat bahwa jika 
para hakim menerima kasus yang harus diadili maka yang menjadi rujukannya 
adalah beberapa buku fiqih secara langsung tanpa sesuatu standarisasi atau 
keseragaman. Akibat lanjutannya, secara praktis terhadap kasus-kasus yang 
sama dapat lahir putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda.6 
Menurut Yahya Harahap putusan-putusan yang berdisparitas tinggi 
antara satu pengadilan dengan pengadilan lain, antara hakim satu dengan hakim 
lain sangat merisaukan para petinggi hukum, terutama dari kalangan Mahkama 
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5 Munawir sadjali adalah pemikir Islam Indonesia, pada saat KHI dibentuk Ia menjabat 
sebagai Menteri Agama Indonesia. 
6 Munawir Sadzali, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di dalam: Peradilan 





Agung dan Departemen Agama. Dengan diberlakukannya KHI kekosongan 
hukum itu telah terisi; dan kerisauan para petinggi hukum teratasi.7 
Lain daripada itu, sejak adanya peradilan di Indonesia, keperluan akan 
adanya Kompilasi Hukum Islam sudah dirasakan. Keputusan ini tidak perna 
hilang, bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan badan peradilan 
sendiri. Dengan diundangkannya undang-undang No. 7 tahun 1989 maka 
keperluan akan adanya kompilasi hukum Islam dipenuhi dengan dikeluarkannya 
instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, yang kemudian ditindaklanjuti dengan 
keputusan Mentri Agama No. 154 tahun 1991 tentang pelakasanaan Inpres No. 
1 tahun 1991 mengenai penyebarluasan kompilasi hukum Islam.8 
C. Proses Penyusunan KHI 
Penyusunan kompilasi hukum Islam adalah merupakan bagaian dari 
upaya kita dalam rangka mencari pola fiqih yang bersifat khas Indonesia atau 
fiqih yang bersifat kontekstual. Proses ini berlangsung lama sejalan dengan 
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Wacana Ilmu, 1999), 2-3. 
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munculnya ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia 
seperti Prof. Hazairin9, Prof. Hasbi Ash Shidqi10 dan sebagainya.11 
Pelaksanaan kompilasi hukum Islam (bidang-bidang yang menjadi 
kewenangan peradilan agama) dilakukan dengan perencanaan yang matang dan 
hati-hati walaupun tetap harus diselesaikan dalam waktu dua tahun seperti 
tercantum dalam SKB Ketua Mahkama Agung dan Mentri Agama. Dalam masa 
dua tahun itu sekaligus dipersiapkan hal-hal yang akan mengarah kepada 
pembentukan kesadaran hukum masyarakat muslim supaya siap untuk menerima 
hasil akhir kompilasi itu sebagai hukum yang benar dan adil.12 
Proses penyusunan KHI sudah dimulai pada tahun 1985 setelah 
datangnya keputusan bersama ketua MA dan Mentri Agama pada tanggal 21 
maret 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam. 
Setelah datangnya surat keputusan tersebut barulah proyek yang dipimpin oleh 
bustanul Arifin, SH>. (ketua Muda urusan Lingkungan Peradilan Agama) dengan 
dibantu oleh dua orang wakil pimpinan umum, masing-masing HR. Djoko 
                                                            
9 Hazairin adalah seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas indonesia, Ia 
mengeluarkan gagasa perlunya dibukanya pintu ijtihad untuk membentuk “Madzab Indonesia”. 
10 Hasbi Ash Shidqi merupakan cendikiawan yang cukup kreatif menghasilkan karya, ide 
yang cukup cemerlang adalah ide indonesianisasi Fiqih. Tentang ide ini bisa dibaca secara mendalam 
dalam beberapa bukunya, salah satunya buku yang berjudul Syariat Islam menjawab Tantangan 
Zaman, (Yogyakarta: IAIN, 1961) 
11 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di indonesia, 31. 
12 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan dan 





Soegianto, SH. (Ketua muda urusan lingkungan peradilan umum bidang hukum 
perdata) dan H. Zaini Dahlan, MA. (Direktur Jendral pembinaan kelembagaan 
agama Islam departemen agama) bisa menjalankan tugas pokok proyek tersebut 
untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi 
dengan jalan kompilasi hukum Islam.13 Sasaran proyek kompilasi hukum Islam 
itu adalah mempersiapkan rancangan buku hukum dalam bidang perkawinan, 
pembagian waris, pengelolahan benda-benda wakaf, sadaqah dan infaq. Buku 
tersebut akan menjadi buku standar tunggal bagi hakim-hakim agama di 
Indonesia.14 
Obyek sasaran pembuatan buku ini adalah dengan mengkaji kitab-kitab 
yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan 
perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum Nasional. Untuk 
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum 
Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:15 
a. Pengumpulan data 
Dilakukan dengan mengadakan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab. 
Dalam penelitian kitab-kitab fiqih sebagai sumber kompilasi hukum Islam 
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telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 kitab fiqih yang dibagi pada tujuh IAIN 
yang ditunjuk oleh Mahkama Agung. 
b. Wawancara  
Wawancara dilakukan dengan para ulama di seluruh indonesia yang terbagi 
10 lokasi yaitu: banda aceh, Medan, palembang, padang, jawa tengah, jawa 
timur, ujung pandang, mataram dan banjarmasin. 
c. Lokakarya 
Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu 
diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya. 
d. Studi perbandingan 
Untuk memperoleh sistem/ kaidah-kaidah hukum/ seminar-seminar satu sama 
lain dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya. 
Selain ke empat cara tersebut juga dilakukan penelusuran yurisprudensi 
pengadilan agama, yakni himpunan putusan-putusan peradilan agama dari dulu 
sampai sekarang, yang masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip pengadilan 
agama, atau dari mana saja dan akan dibukukan untuk mengakrabkan para 
hakim agama dengan yurisprudensi, yang juga merupakan sumber hukum.16 
                                                            





Pada bulan desember tahun 1987 proyek kompilasi hukum Islam tersebut 
baru dapat dilaporkan kepada ketua MA dan Mentri Agama bahwa proyek telah 
berhasil menyusun tiga rancangan buku hukum Islam.17 Tiga buku tersebut 
adalah: 
a. Buku I tentang perkawianan 
b. Buku II tentang kewarisan 
c. Buku III tentang perwakafan 
Pada bulan Februari tahun 1988 diadakan lokakarya yang menghadirkan 
tokoh-tokoh ahli fiqih dari ormas-ormas Islam, IAIN dan para ahli hukum dari 
Mahkamah Agung maupun perguruan tinggi Universitas. Dari Muhammadiyah 
hadir KH. AR Fachruddin dan KH. Azahar Basyir sedangkan dari Nahdhotul 
Ulama (NU) hadir KH. Yafie dan Sahal Mahfudz. Lokakarya ternyata menerima 
dengan baik ketiga rancangn buku hukum tersebut dengan usul beberapa 
penyempurnaan. Bahkan pada penutup lokakarya tersebut para tokoh dan para 
hakim-hakim yang hadir meminta kepada mentri agama untuk menyampaikan 
“terima kasih” umat Islam kepada Presiden yang telah memprakarsai 
pembentuka proyek Kompilasi Hukum Islam.18 
                                                            






Dari uraian latar belakang perumusan KHI dapat dimengerti bahwa isi 
materi KHI adalah bersumber dari kajian kitab fiqih dan di luar kajian kitab 
fiqih. Materi pasal yang diambil dari kitab fiqih adalah merupakan reaktualisasi 
hukum fiqih dari kitab-kitab berbagai madzab. Sedangkan materi pasal yang 
diambil dari selain kitab fiqih misalnya diambil dari adat yang berlaku 
dimasyarakat adalah sebagai salah satu alternatif dalam menemukan dan 
memproduk hukum baru.19 
D. Lahirnya Pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat atau Orang 
Tua Angkat. 
Pasal 209 KHI merupakan salah satu pasal dalam buku tiga yakni bab 
waris tentang wasiat wajibah yang di berikan kepada anak angkat atau orang tua 
angkat. Adapun bunyinya adalah: 
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 
dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak 
menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan 
anak angkatnya. 
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.20 
 
Wasiat yang hukumnya wajib ini, ketika tidak dibuat oleh si pewaris maka 
pengadilan agama dapat menerbitkan penetapan wasiat wajibah bagi mereka 
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yang berhak yang dalam pasal tersebut diberikan kepada anak angkat atau orang 
tua angkat.21 
Adapun pengertian wasiat wajibah dalam pasal tersebut, menurut 
Ahmad Rofiq dalam bukunya hukum Islam di Indonesia adalah tindakan yang 
dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau 
memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan 
kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.22 Makna wasiat wajibah 
seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada 
wasiat secara nyata in cocreto. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila 
dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak 
ada wasait dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.23 
Ketentuan dalam pasal 209 KHI ini merupakan suatu gagasan baru, yang 
didasarkan kepada suatu kenyataan bahwa pengangkatan anak (adopsi) 
merupakan suatu gejala yang hidup di dalam kehidupan masyarakat Islam, 
meskipun hal itu tidak dengan sendirinya terjadi hubungan hukum antara anak 
angkatnya dengan orang tua angkatnya. Anak yang diangkat tetap memiliki 
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22 Ahmad rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1997),  462. 
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hubungan hukum dengan orang tua kandungnya24. Berdasarkan kenyataan 
hubungan sosial antara anak angkat dengan orang tua angkat yang demikianlah 
melahirkan ketentuan tentang wasiat wajibah, ia merupakan ketentuan hukum 
Islam khas Indonesia.25 
Walaupun demikian, di dalam perumusan KHI, menurut Raihan A. 
Rasyid keberadaan pasal 209 tersebut dinilai kontroversial dikalangan ahli 
hukum Islam, juga dikalangan praktisi hukum dan pencari keadilan. Karena 
pasal tersebut belum jelas dan tanpa penjelasan, sehingga tidak dapat dimengerti 
maksudnya dan dengan sendirinya belum dapat dipedomani untuk diterapkan26. 
Begitu juga menurut Ahmad Rofiq bahwa tidak diketahui secara pasti asal usul 
penetapan pasal tersebut, mengapa anak angkat atau orang tua angkat diberi 
wasiat wajibah.27 
Di dalam beberapa Undang-undang negara Islam seperti Mesir wasiat 
wajibah diberikan kepada cucu atau para cucu keturunan anak perempuan 
(generasi pertama) dan keturunan anak laki-laki (seluruh generasi) yang orang 
tuanya lebih dahulu meninggal dari pada pewaris dan ia bukan ahli waris. 
Undang-undang Maroko dan Suria hanya cucu atau para cucu keturunan anak 
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laki-laki (seluruh generasi) dan menurut Undang-undang Tunisia hanya cucu 
atau para cucu (generasi pertama) dari keturunan anak laki-laki maupun 
perempuan.28 Kompilasi, dalam hal ini membuat ketentuan sendiri yakni 
membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat 
atau orang tua angkat saja, pertimbangannya boleh jadi karena kompilasi telah 
mengintrodusir konsep penggantian kedudukan atau waris pengganti yang 
dalam istilah BW disebut platsvervulling, Karena secara garis besar antara waris 
pengganti dengan wasiat wajibah hampir sama.29 
Pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat tidak 
lepas dari praktek pengadopsian anak pada kelompok masyarakat Indonesia 
yang bebeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Di Minangkabau 
misalnya, pengangkatan anak diperbolehkan, tertapi hal itu tidak menimbulkan 
hubungan kewarisan antara orang tau angkat dengan anak angkatnya. Sementara 
di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral 
(Parental/keibubapakan) seperti di jawa, sulawesi, dan sebagian kalimantan 
pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan.30 
Dikalangan masyarakat adat jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak 
kandung, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkat 
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akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Jika orang tua selain 
mempunyai anak kandung juga anak angkat, maka dalam pewarisan anak 
kandung akan mendapat lebih banyak dari anak angkat, dikarenakan anak 
angkat masih tetap dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Adat jawa 
mengenal asas “ngangsu sumur wong loro” yang bermakna bahwa seorang anak 
angkat memperoleh warisan dari dua sumber yaitu orang tua kandung dan orang 
tua angkat.31 
Dengan melihat realitas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat 
Indonesia, menurut Moh. Daud Ali kedudukan anak angkat tetap diletakkan di 
luar ahli waris, sama dengan yang terdapat dalam kitab-kitab mawaris selama 
ini. Namun, dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam 
nilai hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua asal kepada 
orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya 
pendidikan berdasarkan putusan pengadilan, seperti yang disebutkan dalam 
pasal 171 huruf h pada ketentuan umum. Oleh karena itu lahirlah pasal 209 yaitu  
“terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya sepertiga harta peninggalan orang tua angkatnya”.32 
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Selain itu juga melihat hubungan yang sangat akrab antara anak angkat 
dan orang tua angkat, sehingga merupakan suatu kesatuan keluarga yang utuh 
yang diikat oleh kasih sayang yang murni secara moral orang tua angkat angkat 
dituntut memberi wasiat atau hibah sebagian hartanya untuk kesejahteraan anak 
angkatnya. Demikian pula handaknya anak angkat yang telah mampu dan 
sejahtera hidupnya, bersikap etis dan manusiawi terhadap orang tua angkatnya 
dengan memberi wasiat atau hibah untuk kesejahteraan orang tua angkatnya 
yang telah berjasa membesarkan dan mendidiknya.33 
Persoalan anak angkat yang menyangkut status, hak dan kewajibannya 
dalam perspektif hukm Islam tidak dapat dipisahkan dari pengertian adopsi dan 
praktiknya secara umum di masyarakat, adopsi secara garis besar mempunyai 
dua pengertian, yaitu: 
a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh perhatian 
dan kasih sayang, dan diperlukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya 
sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya 
b. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung 
sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta 
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peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubugan anak dengan orang 
tua.34 
Nampaknya KHI memaknai anak angkat seperti pada pengertian yang 
pertama yakni anak angkat tetap anak angkat dan selamanya tidak bisa menjadi 
anak kandung. Oleh karena itu sewaktu diadakan wawancara kepada kalangan 
ulama Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan KHI, tidak satu ulamapun 
yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris. 
Barangkali peristiwa Zaid bin Haritsah sangat mendalam terkesan dalam 
ingatan para ulama. Bertitik dari sikap dan reaktif para ulama dimaksud, 
perumusan KHI merasa sadar tidak perlu melangkah membelakangi ijma’ para 
Ulama.35 
E. Dasar ketetapan pasal 209 KHI 
Pembahasan dasar ketetapan pasal 209 KHI akan dapat diperoleh setelah 
mengetahui dasar dari KHI secara global, sebagaimana penjelasan latar belakang 
dari ketetapan pasal 209. Adapun dasar ketetapan KHI adalah: 
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1. Hukum Islam dari beragam bentuk sebagai sumber utama, seperti: Al-Quran, 
as-Sunnah, kitab-kitab fiqih yang berjumlah 38, wawancara ulama, 
yurisprudensi dan studi banding. 
2. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber legislasi, seperti mengenai 
perkawinan didasarkan pada UU No. 22/1946 jo. UU No. 32/ 1954 dan UU 
No. 1/1974 jo. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975. Sedangkan yang 
berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan-peraturan 
perundang-undangan yang dijadikan rujukan. 
3. Hukum barat dan hukum adat yang diadaptasi dan dimodifikasi.36 
Dari beberapa dasar ketetapan KHI di atas hubungannya dengan pasal 
209 KHI adalah: pertama, hubungannya dengan hukum Islam dalam hal ini 
adalah kitab-kitab fiqih yang menjadi referensi KHI. Dari beberapa kitab 
referensi KHI tersebut terdapat beberapa kitab khusus yang menjelaskan tentang 
wasiat wajibah, baik dari mereka yang setuju dengan adanya wasiat wajibah 
maupun yang tidak sependapat dengan wasiat wajibah. Kitab-kitab tersebut 
ialah: 
1. Kitab fiqih Hanafiy 
Di dalam kitab fiqih hanafiy seperti kitab bada>i’ as-S}ana>i’ dijelaskan 
bahwasanya wasiat wajib hanya dilaksanakan sebelum ayat mawaris turun 
                                                            





yakni diberikan kepada orang tua dan kerabat. setelah diturunkannya ayat 
mawaris kewajibannya dihapuskan.37 
2. Kitab fiqih Maliky 
Dalam kitab muwat}t}o’ dijelaskan bahwa kewajiban berwasiat kepada ahli 
waris sebagaimana penjelasan dari ayat 180 surat al-Baqa>rah adalah sudah 
dihapus hukumnya dengan turunnya ayat mawaris dan hadis nabi yang 
melarang memberi wasiat kepada ahli waris kecuali mendapat izin dari ahli 
waris yang ada.38 
3. Kitab fiqih Syafi’iy 
Dalam kitabnya Imam Syafi’iy sendiri seperti al-Umm  menganggap bahwa 
kewajiban berwasiat sebagaimana penjelasan ayat 180 surat al-Baqarah 
adalah sudah dihapus semenjak turun ayat mawaris dan dikuatkan oleh hadis 
Nabi la was|iyyata li wa>ris}i. Menurut Imam Syafi’i tidak membolehkan 
berwasiat kepada ahli waris yang mendapatkan harta waris dan membolehkan 
(tidak mewajibkan) berwasiat kepada selain ahli waris.39 
Dalam kitab H}a>s|iyyah as-Syarqawy dan H}a>s|iyah al-Qalyubi dan al-Umairah 
bahwa kewajiban wasiat hanya sebelum ayat mawaris turun. Setelah 
turunnya ayat mawaris kewajiban tersebut sudah tidak berlaku lagi. Akan 
tetapi berwasiat kepada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan adalah 
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lebih utama juga kepada mahram yang ada hubungan nasab, susuan, keluarga 
sebab adanya perkawinan, perwalian dan tetangga.40 
4. Kitab fiqih Hambaly 
Kitab fiqih hambaly seperti al-Mugny karya Ibn Qudamah dijelaskan bahwa 
wasiat adalah hak seseorang yang mempunyai harta yang banyak maupun 
sedikit. Menurut Abu Bakar Abdul Aziz yang mengambil pendapatnya Daud 
dari Mas}ruq dan T}owus bahwa wasiat hukumnya wajib bagi kerabat yang 
tidak menerima harta warisan.41 
5. Kitab fiqih Muqaran (perbandingan) 
Misalnya kitab Fiqh as-Sunnah dijelaskan bahwasanya permasalahan di 
dalam wasiat wajibah dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dengan 
kewarisan, di mana wasiat wajibah diberikan kepada cucu yang ketika 
ayahnya meninggal terlebih dahulu atau bersamaan dengan pewasiat 
(kakeknya). Adapun pembagiannya adalah dengan pertimbangan bagian anak 
laki-laki adalah dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan. Setelah 
wasiat wajibah dipenuhi barulah sisa harta tersebut dibagikan kepada ahli 
waris yang ada.42 
6. Kitab selain empat maz|ab di atas 
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41 Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al-Mughni Juz VIII, (Ar-Riyad: Dar al-
Alim al-Kutub, 1997), 391. 





Seperti kitab al-Muhallah karya Ibn Hazm, di sana dijelaskan secara 
gamblang bahwa wasiat hukumnya wajib dikecualikan bagi orang tua dan 
kerabat yang sudah menerima harta waris. bagi mereka (orang tua dan 
kerabat) yang tidak menerima harta waris maka tetap wajib hukumnya 
memberi wasiat karena itu adalah hak mereka, jika tidak memberinya wasiat 
(wajibah) maka ia telah mendzoliminya.43 
Dari uraian beberapa kitab referensi KHI di atas, sebagian mufassirin 
atau mujtahidin menganggap surat al-baqarah:180 masih muhkam. oleh 
karenanya wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua atau kerabat yang 
tidak mendapatkan warisan. Dan kebanyakan mufassirin atau mujtahidin 
berpendapat ayat tersebut sudah di-nasakh, dalam arti di-tabdil-kan atau 
dihapuskan, yakni oleh hadis-hadis Rasulullah yang maksudnya tidak sah 
berwasiat kepada ahli waris. Dalam hal ini KHI tampaknya memilih pendapat 
mufassirin atau mujtahid ke dua, seperti termuat dalam pasal 195 ayat (3) yang 
bebunyi “wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujuhi oleh semua ahli 
waris”.44 
Kehadiran KHI lebih bersifat dinamika Islam pada umunya, Islam 
Indonesia pada khususnya. Tidaklah Islam Indonesia memiliki hukum sendiri. 
Biarkan KHI dikualifikasikan sebagai fiqih indonesia yang tumbuh dan 
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berkembang di bumi Indonesia. Namun suatu hal yang pasti, kehadiran KHI 
sebagai fiqih Indonesia tidak perna mengurangi dan melenyapkan keabadian dan 
keuniversalan nilai-nilai normatifnya. Sebab nilai-nilai normatif yang 
terkandung dalam KHI itu sendiri tetap bersifat umum secara fundamental 
sebagaimana dia diturunkan 14 abad yang lalu.45 
Kedua, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, persoalan 
anak angkat di luar jajaran ahli waris dapat menimbulkan permasalahan keadilan  
karena belum ada peraturan yang mengaturya.46 Ketika seorang pewaris 
memiliki seorang anak angkat yang sudah merawat pewaris dengan sangat baik 
bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh anak kandung. Dalam kasus ini, bila 
kemudian pewaris meninggal, maka anak angkat tersebut bukan merupakan ahli 
waris yang berhak atas harta warisan dari pewaris sehingga terjadi kekosongan 
hukum mengenai status anak angkat. Untuk mengatasi persoalan status dan 
kedudukan anak angkat, hakim akan menggunakan ketentuan yang ada dalam 
KHI khusus mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat sehingga kekosongan 
hukum dapat teratasi.47 
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Ketiga, dalam kaitannya dengan hukum adat, bahwa lahirnya pasal 209 
tidak lepas dari adat masyarakat indonesia sebagaimana penjelasan di awal. 
Pengangkatan anak atau adobsi anak sudah menjadi kebiasaan masyarakat 
indonesia yang mana akibat dari pengadobsian tersebut sebagian adat bisa 
menimbulkan kewarisan padahal, hal tersebut dilarang dalam hukum waris. 
Agar tidak melanggar hukum Islam dan tidak secara serta merta menghapus 
adat yang berlaku dan juga karena dekatnya hubungan antara anak angkat 
dengan orang tua angkat, maka diberilah anak angkat bagian harta orang tua 
angkatnya melalui jalur wasiat wajibah bukan waris. 
Adat adalah kecenderungan watak terhadap sesuatu secara berulang-
ulang sehingga kecenderungan itu menjadi watak kedua dari watak fitri 
manusia. Kabanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa ‘Urf dan ‘a>dah merupakan 
dua kata sinonim48. Pendekatan kompromi dengan hukum adat dalam 
perumusan KHI terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum 
yang tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur’an. Hal itu dilakukan karena nilai-
nilai adat kebiasaan itu nyata membawa kemashlahatan, ketertiban serta 
kerukunan dalam kehidupan masyarakat.49 
Menurut Yahya Harahap kemungkinan untuk melakukan pendekatan 
kompromi dengan hukum adat,  bukan hanya terbatas pada pengambilan nilai-
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nilai hukum adat untuk diangkat dan dijadikan sebagai ketentuan hukum Islam, 
akan tetapi juga memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang telah 
ada nasnya dengan nilai-nilai hukum adat.50 
 
 
F. Tujuan Dibentuknya KHI 
Menurut Yahya Harahap tujuan dibentuknya KHI adalah untuk 
mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam 
secara terumus dan sistematik dalam hukum, terdapat beberapa sasaran pokok 
yang hendak dicapai dan dituju yaitu: 
1. Melengkapi Pilar Peradilan Agama, 
Prof. Bustanul Arifin selaku ketua muda mahkama agung urusan lingkungan 
peradilan agama, berulang kali mengatakan bahwa ada tiga pilar sokoguru 
kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang 
diamanatkan pasal 24 Undang-undang dasar 1945 jo. Pasal 10 Undang-
undang Nomor 14 tahun 1970. 
a. Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-
undang. 
                                                            





b. Adanya organ pelaksana 
c. Adanya sarana hukum sebagai rujukan 
UU No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang 
perkawinan pada dasarnya hal-hal yang ada didalamnya baru merupakan 
pokok, belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum 
perkawinan yang diatur dalam Islam. Masih banyak hal yang dituntut syariat 
Islam yang belum yang belum diatur secara menyeluruh di undang-undang 
tersebut. Satu-satunya cara yang harus dibenahi ialah melengkapinya dengan 
prasarana hukum positif yang bersifat unifikatif. Untuk itu perlu jalan pintas 
yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan legalistik yang formal, meskipun 
tidak maksimal dalam bentuk undang-undang. Dipilihlah jalan pintas yang 
sederhana berupa kompilasi.51 
2. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum 
KHI sebagai bagian keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan 
dan dipaksakan nilainnya bagi masyarakat Islam indonesia melalui 
kewenangan lingkungan peradilan agama. Peran kitab-kitab fiqih hanya 
sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin, semua hakim yang berfungsi 
                                                            





dilingkungan PA diarahkan ke dalam persepsi pengakuan hukum yang sama 
melalui KHI.52 
3. Mempercepat Proses Taqribi bain al-Ummah 
Tujuan yang juga tak kalah penting dibentuknya KHI adalah mempercepat 
arus Taqarrub bayn al-Ummah. Dengan adanya KHI dapat diharapkan 
sebagai jembatan penyebrangan ke arah memperkecil pertentantangan dan 
perbantahan khilafiyah.53 
4. Menyingkirkan paham Private Affair 
Paham prifate Affair adalah paham masyarakat tentang nilai-nilai hukum 
Islam selalu dianggap merupakan urusan pribadi. Tindakan perkawian, hibah, 
wasiat, dan warisan semata-mata dianggap urusan hubungan vertikal 
seseorang dengan Allah dan tidak perlu campur tangan orang lain atau 
penguasa. Misalnya mentalak istri adalah hak dan urusan suami dengan 
tuhan. Hadirnya KHI adalah untuk menyingkirkan paham tersebut dan 
menuntut semua lapisan masyarakat Islam untuk mentaatinya.54 
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Walaupun demikian, dalam penyusunan KHI diakui masih banyak 
kekurangan yang memerlukan penyempurnaan, sebagaimana dikemukakan oleh 
Yahya Harahap antara lain: 
Jangan mimpi seolah-olah KHI sudah final dan sempurna. Jangan tergoda 
oleh bayang-bayang kepalsuan untuk menganggap KHI sebagai karya sejarah 
monumental dan agung. Keliru sekali impian dan khayalan tersebut 
Yang benar, terima dan sadarilah KHI dengan segala kekurangan dan 
ketidaksempurnaan. Pengkaji dan perumusnya adalah manusia biasa dengan 
segala sifat ‘epemiral’ yang melekat pada diri mereka. Oleh karena yang 
membuatnya terdiri dari manusia-manusia yang bersifat epemiral, sudah pasti 
KHI banyak sekali mengandung kelemahan an ketidaksempurnaan. 
Saya sendiri sebagai alah seorang yang ikut langsung terlibat dalam panitia 
KHI mulai dari langkah pertama sampai akhir pembicaraan, tetap 
berpendapat dan menyatakan bahwa KHI baru merupakan langkah awal, KHI 
belum final dan belum sempurnah. Paling-paling dia merupakan warisan 
generasi sekarang untuk ditinggalkan dan disempurnakan bentuk formil dan 
substansi materilnya oleh angkatan selanjutnya. KHI baru merupakan usaha 
awal dari penertiban segala macam kekecauan dan ketidakpastian, ikhtilaf 
yang tak berujung pangkal dalam sejarah peradilan agama masa silam.55 
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RELEVANSI KETENTUAN PASAL 209 KHI DENGAN KITAB 
FIQIH YANG MENJADI REFERENSINYA 
 
A. Ketentuan Pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajiat Wajibah Bagi Anak Angkat 
atau Orang Tua Angkat 
Salah satu referensi Hakim Pengadilan Agama adalah Kompilasi Hukum 
Islam, di mana isinya adalah rangkuman dari beberapa pendapat ulama yang ada 
di kitab-kitab fiqih. Agar mudah diterima di masyarakat KHI tidak melepas adat 
yang berlaku begitu saja. Beberapa adat yang berkembang dan tidak bertentangan 
dengan syariat tetap dijadikan pertimbangan hukum. KHI memuat beberapa 
peraturan di antaranya tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. 
Pasal 209 KHI menjelaskan tentang anak angkat yang orang tua 
angkatnya meninggal atau sebaliknya maka baginya wasiat wajibah dengan 
batasan harta yang diwasiatkan adalah tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta 
peninggalan. Ketentuan dalam pasal 209 KHI ini merupakan suatu gagasan baru 
sebagaimana penjelasan di awal, yang didasarkan kepada suatu kenyataan kondisi 
masyarakat Indonesia. 
Pasal ini dinilai oleh beberapa pakar hukum Islam yang juga perumus KHI 
adalah kontroversial dikarenakan di dalam Islam tidak memasukkan anak angkat 





merupakan hak dari orang yang meninggal (ikhtiyar>iyyah) oleh karena tidak ada 
yang bisa mewajibkan atau memaksanya kecuali suatu hal yang mengharuskan 
untuk itu seperti pemenuhan hak-hak Allah atau pelunasan hutang dan 
pengembalian barang titipan. Lantas yang menjadi pertanyaan besar, dari mana 
datangnya pasal tersebut sehingga mewajibkan pemberian wasiat wajibah kepada 
anak angkat atau orang tua angkat. 
Anak angkat dalam hukum kewarisan Islam bukanlah anak kandung dan 
selamanya tidak akan bisa menjadi anak kandung. Oleh karenanya hal-hal yang 
hanya khusus untuk anak kandung tidak boleh diberlakukan kepada Anak angkat 
seperti bergaul tanpa hijab apabila berbeda jenis atau menyamakannya dengan 
anak kandung dalam hal kewarisan. Pelarangan penyamaan anak angkat dengan 
anak kandung didasarkan pada cerita Zait bin Haris|a bersama Rasulullah SAW. 
pada waktu itu Zaid hidup ditengah-tengah keluarga Rasulullah. Rasulullah 
mengangkatnya sebagai anak oleh karenanya segala kebutuhan Zaid dipenuhi 
oleh Nabi seperti biaya hidup dan pendidikan. Zaid senang karena mendapat 
kehormatan jadi anak angkat Rasulullah SAW. karena nasabnya dinisbahkan 
kepada manusia terbaik. Namun Allah berkehendak lain maka turunlah ayat 4-5 
surat al-Ahza>b yang bunyinya: 
ﺎَﻣ ﹶﻞَﻌَﺟ ُﻪﱠﻠﻟﺍ ٍﻞُﺟَﺮِﻟ ْﻦِﻣ ِﻦْﻴَﺒﹾﻠﹶﻗ ﻲِﻓ ِﻪِﻓْﻮَﺟ ﺎَﻣَﻭ َﺟﹶﻞَﻌ ُﻢﹸﻜَﺟﺍَﻭْﺯﹶﺃ ﻲِﺋﻼﻟﺍ ﹶﻥﻭُﺮِﻫﺎﹶﻈُﺗ ﱠﻦُﻬْﻨِﻣ 





ﹶﻞﻴِﺒﱠﺴﻟﺍ) (ْﻢُﻫﻮُﻋْﺩﺍ ْﻢِﻬِﺋﺎَﺑﻵ َﻮُﻫ ﹸﻂَﺴﹾﻗﹶﺃ َﺪْﻨِﻋ ِﻪﱠﻠﻟﺍ ِﺈﹶﻓﹾﻥ ْﻢﹶﻟ ﺍﻮُﻤﹶﻠْﻌَﺗ ْﻢُﻫَﺀﺎَﺑﺁ ْﻢﹸﻜُﻧﺍَﻮْﺧِﺈﹶﻓ ﻲِﻓ ِﻦﻳِّﺪﻟﺍ 
ْﻢﹸﻜﻴِﻟﺍَﻮَﻣَﻭ َﺲْﻴﹶﻟَﻭ ْﻢﹸﻜْﻴﹶﻠَﻋ ٌﺡﺎَﻨُﺟ ﺎَﻤﻴِﻓ ْﻢُﺗﹾﺄﹶﻄْﺧﹶﺃ ِﻪِﺑ ْﻦِﻜﹶﻟَﻭ ﺎَﻣ ْﺕَﺪﱠﻤَﻌَﺗ ْﻢﹸﻜُﺑﻮﹸﻠﹸﻗ ﹶﻥﺎﹶﻛَﻭ ُﻪﱠﻠﻟﺍ ﺍًﺭﻮﹸﻔﹶﻏ 
ﺎًﻤﻴِﺣَﺭ) (  
Artinya:(4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 
dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 
zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu 
sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah 
perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan 
Dia menunjukkan jalan (yang benar). 
(5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu 
tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) 
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu1. dan tidak ada dosa 
atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) 
apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.2 
 
Ayat ini menjelaskan larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua 
angkatnya. Nasab anak angkat tetap kepada orang tua kandungnya dan selamanya 
tidak bisa beralih kepada orang tua angkatnya. 
Latar belakang munculnya pasal 209 KHI adalah didasarkan adat atau 
kebiasaan masyarakat Indonesia. Beragamnya daerah atau adat di negri ini 
sehingga di dalam hal pengangkatan anak (adopsi) terdapat perbedaan perlakuan 
antara daerah satu dengan daerah lain. Di Minangkabau, pengangkatan anak 
diperbolehkan dan itu tidak mengakibatkan kewarisan antar keduanya. Berbeda 
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dengan daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral 
(Parental/keibubapakan) seperti di jawa, sulawesi, dan sebagian kalimantan 
pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan. 
Dari perbedaan tersebut, sebagian adat dalam jalur yang benar menurut 
hukum Islam yakni menempatkan anak angkat diluar ahli waris sedang pada adat 
yang lain dinilai melanggar hukum syarak yang menempatkan anak angkat seperti 
anak kandung yakni hubungannya menimbulkan kewarisan. Oleh karena itu agar 
tidak melanggar hukum Islam dan tidak secara serta merta menghapus adat yang 
berlaku dan juga karena dekatnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua 
angkat, maka diberilah anak angkat bagian harta orang tua angkatnya melalui 
jalur wasiat wajibah bukan waris. 
Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat 
hemat penulis adalah semata-mata untuk menghindari kemafsadatan di masa 
mendatang. Persoalan anak angkat di luar jajaran ahli waris dapat menimbulkan 
permasalahan keadilan  karena belum ada peraturan yang mengaturya. Dengan 
adanya pasal ini diharapkan terciptalah suatu keadilan di dalam masyarakat dalam 
hal pengangkatan anak. 
Hukum-hukum yang dijelaskan dalam nash ada yang Qath’i atau jelas dan 
ada yang tidak. Nas yang sudah Qoth’i tidak ada lagi ruang untuk berijtihad di 
dalamnya seperti kewajiban menjalankan sholat, zakat, puasa dan haji atau juga 





secara jelas di dalam nash tentang hukumnya di sini terdapat ruang untuk 
berijtihad. Persoalan wasiat di dalam nash tidak disebutkan secara jelas tentang 
hukumnya, oleh karenanya dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam 
menentukan hukumnya. Sebagian ulama mengatakan hukum berwasiat adalah 
tidak wajib akan tetapi sunnah muakkadah sebagian ulama lain mengatakan 
hukum berwasiat adalah wajib ain. 
Peraturan Negara dalam hal ini KHI mewajibkan berwasiat kepada anak 
angkat atau orang tua angkat adalah berdasarkan kemashlahatan atau untuk 
menghindari kemadharatan, meskipun di dalam nas tidak  menjelaskan tentang 
kewajiban berwasiat kepadanya. Demi menegakkan keadialan dan mejaga 
ketentraman masyarakat Undang-undang melalui keputusan Ulil Amri atau 
pemimpin mewajibkan wasiat kepada anak angkat dengan batasan maksimal 1/3. 
Adapun orang yang meninggal dan lupa memberikan wasiat kepada anak angkat 
atau orang tua angkatnya, pemerintah dalam hal ini diwakili Pengadilan Agama 
dapat melaksanakan wasiat wajibah tersebut. 
Wasiat wajibah merupakan Z}ariah dalam Ilmu ushul Fiqh berarti washilah 
(perantara), ketentuan hukum yang dikenakan pada Z}ariah selalu mengikuti 
ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. 
Maqasid (tujuan/sasaran) bisa berupa perkara yang mengandung mashlahat atau 
mafsadat. Yang menjadi dasar diterimanya Z}ariah sebagai sumber pokok hukum 





suatu perbuatan, bukannya memperhitungkan kepada niat si pelaku, akan tetapi 
yang diperhitungkan adalah akibat dan buah dari perbuatan tersebut.3 Hukum 
wasiat pada dasarnya adalah mubah yakni ikhtiyariyah bagi Si pewsiat, akan 
tetapi wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat bisa mendatangkan 
mashlahat baginya dan membawa madharat jika ditinggalkan seperti 
menimbulkan rasa iri bahkan permusuhan kepada ahli waris padahal Ia (anak 
angkat) sangat berjasa bagi orang tua angkat. Atas dasar tersebut wasiat bisa 
dihukumi wajib (wasiat wajibah) sebagaimana yang dilakukan oleh KHI yang 
diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. 
Menghindari kemafsadatan dalam Islam sangat dianjurkan untuk menarik 
kemaslahatan. Kemaslahatan yang diperoleh ketika anak angkat atau orang tua 
angkat diberi wasiat wajibah adalah menjaga keadilan dan ketentraman dalam 
keluarga. Meskipun anak angkat bukan anak kandung, kewajiban orang tua 
angkat terhadap anak angkatnya adalah seperti anak kandung seperti termuat 
dalam pasal 171 huruf (h) yakni memberinya biaya hidup sehari-hari dan juga 
pendidikannya. Atas dasar itu, tidak adil rasanya apabila orang tua angkatnya 
meninggal atau sebaliknya dibiarkan begitu saja tanpa diberi suatu imbalan. 
Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang terpuji asalkan tidak 
dengan tujuan menganggap anak angkat seperti anak kandung. Pengangkatan 
anak bisa didasari karena ingin membantu orang lain yang kesulitan dalam 
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merawat atau mendidik anak sebab ekonominya rendah sedangkan jumlah 
anaknya banyak. Atau seseorang yang tidak memiliki anak (mandul) karena 
sangat inginnya merawat seorang anak sehingga mengangkat anak orang lain 
untuk diasuhnya akan tetapi tetap tidak menganggapnya sabagai anak kandung. 
B. Ketentuan Wasiat Wajibah di dalam Kitab Fiqih Referensi KHI 
Sesuai penjelasan di muka bahwa jumlah kitab Fiqih yang menjadi 
referensi KHI adalah berjumlah 38 kitab. Di Indonesia penduduknya kebanyakan 
bermazab Syafi’i, walaupun demikian untuk mendapatkan hukum Islam yang 
khas Indonesia, KHI tersusun dari beragam latar belakang kitab Fiqih tidak hanya 
terpatri dari satu maz|ab. 
Berkenaan dengan wasiat sesuai penjelasan di bab sebelumnya terdapat 
perbedaan pandangan ulama terahadap hukum wasiat, tergantung kondisi orang 
yang mewasiatkan. Menurut jumhur ulama hukum wasiat adalah tidaklah fardlu 
ain akan tetapi sunnah muakkadah sebagaimana diterangkan dalam kitab I’anath 
at-Tholiin. Kewajiban berwasiat hanya ketika seseorang mempunyai hutang atau 
mempunyai barang titipan orang lain yang belum dikembalikan atau juga lalai 
dalam memenuhi hak-hak Allah seperti membayar kafarat, diyat atau menunaikan 
zakat. 
Sebagian Ulama ada yang berpendapat bahwa wasiat adalah hukumnya 





kemudian dikembangkan dalam bentuk wasiat wajibah yang diintrodusir beberapa 
negara muslim termasuk Indonesia, meski yang terakhir mengalami perubahan 
makna dan nuansa. Munculnya konsep wasiat wajibah didasarkan pada ayat 180 
surat al-Baqa>rah di mana sebagian ulama Mujtahid dan Mufassir berpendapat 
bahwa ayat tersebut adalah masih muhkam (masih bisa diberlakukan hukumnya). 
Akan tetapi kebanyakan ulama mengatakan keberadaan ayat tersebut sudah 
dinasakh dengan ayat mawaris atau juga dengan hadits Nabi la was}iyyata li 
wa>ris|i>. 
Dari beberapa penjelasan beberapa kitab fiqih yang menjadi referensi KHI 
tersebut di bab sebelumnya dapat diketahui bahwasanya ulama Hanafiyah, 
Ma>likiyah dan sya>fi’iyyah menganggap bahwasanya kewajiban berwasiat kepada 
ahli waris adalah sudah dihapus setelah turunnya ayat-ayat mawaris dan hadits 
Nabi. Sedang ulama Hanabila seperti Ibnu Qudama dan juga pendapat Ibn hazm 
dan Sayyid Sabiq wasiat wajibah diberikan kepada orang tua atau kerabat yang 
tidak menerima harta warisan. Adapun besar bagian wasiat wajibah tetap seperti 
wasiat pada umumnya yaitu maksimal 1/3 dari harta peninggalan. 
Perbedaan pendapat ini dikarenakan mereka yang menganggap wasiat 
wajibah masih bisa diterapkan kepada orang tua angkat maupun anak angkat 
karena penghapusan ayat 180 surat al-Baqarah oleh ayat mawaris maupun hadis 
nabi itu tidaklah secara keseluruhan. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa 





bisa dimah}jub oleh siapapun. Adapaun kerabat adalah bermakna umum yang 
mencakup ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa>’. Penghapusan 
terhadap ayat tersebut hanya terbatas bagi mereka (orang tua dan kerabat) yang 
menerima harta waris sedang mereka yang tidak menerima harta waris kewajiban 
berwasiat menurut sebagian ulama tetap berlaku. 
C. Relevansi Ketentuan Pasal 209 KHI dengan Kitab Fiqih yang Menjadi 
Referensinya. 
KHI sebagaimana penjelasan di awal dalam penyusunannya tidaklah 
singkat. Berbagai cara dilakukan agar ditemukan suatu rumusan hukum Islam 
yang bisa diterima oleh masyarkat Indonesia dan tidak melanggar syariat yang 
sudah ada. Kendati demikian di dalam KHI masih terdapat kekurangan di sana 
sini dan perlu penyempurnaan. 
 Ketentuan wasiat wajibah di dalam kitab Fiqih yang menjadi rujukan 
KHI di atas tidak ada yang menyinggung kewajiban berwasiat kepada anak 
angkat atau orang tua angkat. Anak angkat adalah di luar ahli waris dalam artian 
bukan kerabat dan wasiat kepadanya adalah boleh bukan diwajibkan. Walaupun 
begitu berwasiat kepadanya adalah diutamakan daripada berwasiat kepada orang 
lain yang secara sosial hubungannya jauh dengan si pewasiat. 
Ketentuan tersebut berbeda dengan KHI yang mana mewajibkan wasiat 





mengadopsi hukum adat yang berlaku sebagaimana penjelasan di atas. Atas dasar 
ini ketentuan wasiat wajibah di dalam KHI dengan kitab fiqih yang menjadi 
referensinya adalah tidak ada korelasi atau tidak relevan. Adapun yang 
menyangkut dengan kadar atau jumlah harta yang bisa diwasiatkan, KHI sama 
dengan kitab-kitab Fiqh yang ada yang juga merupakan pendapat jumhur 
bahwasanya batas wasiat adalah maksimal 1/3 dari harta peninggalan. 
KHI melarikan wasiat wajibah untuk diberikan kepada anak angkat atau 
orang tua angkat karena telah mengintrodusir konsep penggantian kedudukan 
atau waris pengganti yang dalam istilah BW disebut platsvervulling, Karena 
secara garis besar antara waris pengganti dengan wasiat wajibah yang ada di 
beberapa kitab Fiqih adalah hampir sama. 
Walaupun demikian ketentuan-ketentuan dalam tiap pasal di dalam KHI 
bukanlah final perlu adanya penyempurnaan. Karena kompleknya masalah yang 
akan dihadapi perlu adanaya pengembangan hukum (al hukmu yadu>ru ma’a 
Illatihi wuju>dan wa’adaman). Hal ini dibuktikan dengan adanya yurisprudensi 
putusan hakim baru yang mana ketentuannya tidak ada di dalam Undang-undang. 
Sebagaimana putusan Mahkama Agung No. 368 k/ ag/ 1995 yang isinya 
memberikan wasiat wajibah kepada orang tua yang berlainan agama. Ketentuan 
ini tidak ada dalam peraturan Indonesia khususnya KHI. Di dalam KHI wasiat 





mahkama agung tersebut merupakan pengembangan hukum dalam KHI dan ini 
sejalan dengan penjelasan dalam kitab-kitab fiqih yang juga merupakan referensi 









Dari serangkaian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai 
berikut:   
1. Wasiat wajibah di dalam KHI sebagaimana ketentuan di dalam pasal 209 KHI 
yaitu: 
- Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 
dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang 
tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari 
warisan anak angkatnya. 
- Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. 
Ketentuan di atas berbeda dengan yang ada di beberapa kitab fiqih yang 
menjadi referensi KHI sendiri seperti dalam kitab al-Mugni li Ibn Qudamh, al-





kepada orang tua atau kerabat yang tidak menerima warisan sebab kekafiran 
atau terhijab. 
2. Ketentuan wasiat wajibah di dalam pasal 209 KHI dengan kitab Fiqih yang 
menjadi referensinya adalah tidak relevan. KHI hanya memberlakukan wasiat 
wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat sedangkan di dalam kitab-
kitab fiqih yang menjadi rujukan KHI mejelaskan wasiat wajibah hanya 
diberikan kepada orang tua maupun kerabat yang tidak mendapatkan harta 
waris karena suatu sebab sebagaimana tafsiran dari ayat 180 surat al-Baqarah 
oleh sebagain ulama tidak diberikan kepada anak angkat maupun orang tua 
angkat. 
B. Saran 
1. Bagi Akademisi, tulisan ini hanya sekedar pengantar dalam memahami 
konsep wasiat wajibah lebih dalam, Meskipun demikian dengan hadirnya 
tulisan ini bagi kaula pemburu Ilmu bisa dijadikan acuan atau langkah awal 
dalam memahami ketentuan wasiat wajibah di dalam kitab-kitab Fiqih juga di 
dalam aturan hukum di Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
2. Bagi praktisi, misalnya hakim atau para penegak hukum, tulisan ini bisa 
dijadikan acuan atau dasar bahwa keberadaan wasiat wajibah sangatlah 
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